ENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BAPPEDA LITBANG
) PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR




PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang: a.

Mengingat

—

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program
pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-206 perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2023;

bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Samosir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang.../



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah  Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah.../



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor S5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5;

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor
24);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri .../



Menetapkan :

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 946);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang  Hasil  Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara
Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

nalbel S

Daerah adalah Kabupaten Samosir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir
Bupati adalah Bupati Samosir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Samosir.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Samosir.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
Kabupaten Samosir.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala
Bagian Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Samosir.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan
RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya

11.

12.

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir untuk periode
1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk tahun 2023.

13. Prioritas.../



13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023
merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Utara, kondisi lingkungan strategis
daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD).

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan
daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi :

a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas
PD;

b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun
Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun
2023 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS
Tahun 2023 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-
masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2023 dan/atau APBD
Tahun Anggaran 2023.

(2) Laporan .../



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat
dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu
anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum
tertampung dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan
dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif

serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO GULTOM



KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada
masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk
mencapainya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan
dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai
ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah terbaik serta
langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Samosir setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya,
sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat)
pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, (3)
Pendekatan Top-Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan
bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan
prioritas pembangunan provinsi.

RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan sehingga upaya untuk mewujudkan sasaran
strategis yang dituangkan dalam perencanan jangka ~menengah akan dapat
diimplementasikan apabila terdapat konsistensi antara perencanaan strategis dengan target
kinerja dalam RKPD yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan alokasi anggaran untuk
melaksanakan seluruh urusan pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan dokumen Rencana Kerja transisi dimana
RPIJMD Kabupaten Samosir tahun 2016-2021 sudah berakhir dan RPJMD periode berikutnya
belum tersusun. Oleh karena itu, penentuan program prioritas pembangunan daerah tahun
2023 menjadi krusial agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah
ditetapkan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Samosir dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023. Semoga apa yang dirumuskan
dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi
pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM
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PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ™

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegitan pembangunan
berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan
nasional, dijelaskan dalam amanat tersebut bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan vyang tepat melalui urutan pilihan dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan pembangunan nasional adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam upaya untuk mencapai tujuan bernegara.

Pasal 386 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah
daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi ini diharapkan dapat mengakselerasi masyarakat
dalam hal pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing
yang semakin tinggi, dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada RKP Nasional yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat yang merupakan dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencasna Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, RKPD Kabupaten Samosir juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target
dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya
dampak sosial dan ekonomi dari Corona Viruses Disease 2019 ( COVID-19). RKPD Tahun
2023 juga diselaraskan RPJMN 2024, RKPD Provinsi Sumatera Utara 2023 dan mendukung
pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
Development Goals (SDGs).

Berdasarkan prosesnya penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023
menggunakan beberapa pendekatan meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,
bottom-up(bawah-atas) dan up-down (atas bawah).

1. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis merupakan proses pendekatan yang mengedepankan
penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan
analisis masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses
ini digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan
menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan, yang dilakukan melalui
forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
termasuk tenaga ahli dari lembaga/ instusi dan perguruan tinggi; serta pejabat yang
menangani perencanaan dari Organisqasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Samosir.

2. Pendekatan Partisipatif
Pendekatan Partisipatif adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum
konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat
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dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang
dijalankan melalui Musrenbang. Pendekatan ini melibatkan seluruh pemangku
kepentingan antara lain diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat melalui
penyelenggaraan musrenbang dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kabupaten
dengan menghimpun dari hasil rembug warga, pendekatan juga dilakukan dalam
bentuk forum konsultasi publik yang melibatkan para tokoh masyarakat sebagaimana
yang diamanatkan dalam permendagri 86 tahun 2017.

3. Pendekatan politik
Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah
yang terpilih dalam RKPD Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2021 tentang RPIJMD Kabupaten Samosir 2021-2026. Dalam prinsipnya
pendekatan politik ini memandang bahwa proses penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah lebih mengedepankan kepentingan rakyat pemilih yang sudah
memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan. Penyusunan RKPD Kabupaten
Samosir Tahun 2023 dikukan dengan mengedepankan proses politik Pemerintah
Kabupaten Samosir sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Pendekatan atas bawah dan bawah atas
Pendekatan atas bawah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 serta agenda dan prioritas
pembangunan nasional yang tercantum dalam rancangan RKP dan RKPD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
pembangunan. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada
RKPD Tahun 2023 melalui proses teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan
bawah atas sehingga diharapkan akan diperoleh hasil yang akuntabel dan
bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Samosir.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih
melaksanakan tugasnya pada Periode RPIJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD
Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan penjabaran RPIJMD Kabupaten Samosir Tahun
2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Samosir yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 "“Terwujudnya masyarakat samosir yang
sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan”. Hasil penjabaran
RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten
Samosir Tahun 2023 melahirkan tema "“Percepatan Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat melalui Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan”

Secara umum RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 disajikan dengan sistematika
yang memuat:
Pendahuluan;
Gambaran Umum;
Kerangka Ekonomi dan Keuangan;
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

ounhrnNE

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023,
Pemerintah Kabupaten Samosir masih dihadapkan dengan dampak pandemi Covid-19.
Seperti kita ketahui bersama bahwa penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir
2019, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan namun juga menekan perekonomian di
seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Perekonomian Indonesia juga tidak dapat
menghindar dari dampak pandemi Covid-19, dimana perekonomian terkontraksi sangat
dalam.Gejolak ekonomi akibat wabah Covid-19 berakibat pada tiga dampak besar bagi
perekonomian Indonesia. Pertama yaitu konsumsi rumah tangga atau daya beli yang jatuh
cukup dalam, kedua menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga
investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan ketiga menyebabkan
harga komoditas turun. Dalam masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19, masyarakat
yang bekerja pada sektor informal terdampak sangat buruk. Pertanian, Kehutanan dan
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Perikanan merupakan sektor informal penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Samosir,
dimana pada tahun 2020 menyumbang sebesar 50,87% dari PDRB ADHB Kabupaten
Samosir. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak di Kabupaten Samosir.

Penanganan pandemi yang sudah semakin membaik menjadikan Tahun 2023
diharapkan menjadi momentum dalam membangkitkan optimisme, dan kepercayaan yang
besar pada masyarakat dan pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan
aktivitas produktif lain. Oleh karena itu kebijakan pembangunan Kabupaten samosir Tahun
2023 harus dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan dan tumbuh
lebih baik dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan
mengevaluasi permasalahan serta tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah dan
masyarakat Kabupaten samosir pasca pandemi COVID-19 dengan berbagai penyesuaian
pencapaian target, seperti pemulihan kehidupan masyarakat, permasalahan ekonomi,
pendidikan dan kesehatan disamping ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan
publik yang didukung oleh implementasi teknologi dan informasi untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 memuat tentang hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dengan memperhatikan dokumen RPIJMD dan Dokumen
RKPD Tahun beralan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-
sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

a. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Sosialisasi dan Konsultasi Publik

c. Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2023 untuk dilakukan penyempurnaan
penyusunan rancangan RKPD

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Fasilitasi oleh Provinsi yang digunakan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD

f. Penetapan RKPD.

o

®

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun

2023:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-
2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5;
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005
-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
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Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kilasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun
2022 Nomor 946);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifisikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2023;

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri 86
Tahun 2017 dilakukan dengan perencanaaan pembangunan Daerah yang
berorientasi pada proses, mengunakan pendekatan: (1). Teknokratik; (2).
Partisipasif; (3). Politis; dan (4). Atas bawah dan bawah atas.

1.3.1 Persiapan Penyusunan

Pada tahapan persiapan penyusunan, terdapat 4 langkah yang dilakukan,
yaitu: Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi, Penyusunan Agenda,
Data dan Informasi

1.3.2 Tahapan Penyusunan Rancangan AwalSetelah tahapan persiapan, langkah
selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal yang dilaksanakan dengan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005 - 2025,
rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, RKP Tahun
2023, program strategis nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3.3 Penyusunan Rancangan RKPD

Langkah selanjutnya untuk menyusun RKPD Kabupaten Samosir Tahun
2023 adalah penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023
yang dijelaskan pada gambar berikut :
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* Persetujuan rancanganRKPD Tahun 2023

+ Pengajuan RKPD kepada oleh Bupati

Bupati melalui Sekretaris

* Merupakan penyempurnaan

darirancangan awal e + Persetujuan pelaksanaan Sumber:
berdasarkan: musrenbang kabupaten Permendagri 86
Tahun 2017

+ Hasilverifikas! ranwal
renja seluruh OPD

* Hasil penelaahan
RKPD Provinsi, RKP
dan Program strategis
nasional

1.3.4 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Setelah pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota disetujui, maka tahap
berikutnya adalah pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Samosir
Tahun 2023. Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun
2023 terdiri atas Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 dan
Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 di 9 kecamatan yang
ada di Kabupaten Samosir, yaitu Kecamatan Simanindo, Kecamatan
Pangururan, Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan
Sitiotio, Kecamatan Ronggurnihuta, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan
Nainggolan, dan Kecamatan Palipi.

1.3.5 Perumusan Rancangan Akhir
Langkah selanjutnya adalah perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten
Samosir Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil
Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023.

1.3.6 Penetapan RKPD

Langkah terakhir adalah penetapan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023
dimana rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan dari hasil
Fasilitasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada
tanggal 14 Juni 2022, disampaikan kepada Bupati Samosir melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir untuk persetujuan penetapan dan
pengundangan. Kemudian Bupati Samosir menetapkan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023.

Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri
dari dokumen RPJPD, RPIJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen tersebut
merupakan hierarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang
visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun
yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun dalam
bentuk dokumen RPIMD. Selanjutnya dokumen RPIJMD dijabarkan lagi ke tahapan
pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen
RKPD; sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan
dalam satu koridor/benang merah yang saling terkait.

Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
di Kabupaten Samosir. Keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya, secara
lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 I-6



(4
S

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ==

RPJM ‘, Hubungan
RKP b :
Nasional - S Antar Dokumen !
: “; -----------------------------
Diperhatikan 3 : SR
y ¥ i
Pedoman Dijabarkan Pedoman
RPJP RPJM |Dia RKP
Daerah Daerah Daerah ] RAFBD [—* APBD
Bahan Bahan
RPIP Pedomar (R
D i
R-?-(ga,h Renstra | Pedoman | pepja | 1 RKA | __ DPA
SKPD SKPD ; SKPD SKPD

Gambar 1.2 Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 memperhatikan beberapa
unsur pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaran-sasaran dan
prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber
daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakan-kebijakan untuk
melaksanakannya; serta (v) SKPD vyang mempunyai kewenangan dalam
pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 disusun untuk mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu,
antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi.

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan daerah vyang wajib mempedomani Rencana Kera

Pemerintah Tahun 2023. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai

dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus

diperhatikan diantaranya adalah agenda Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan

Nasional. Delapan agenda Prioritas Nasional yang harus diperhatikan dalam

penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

. MeningkatkanSumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomidan
Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim

g bW

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. Pembangunan Ibukota Nusantara

Selain 8 agenda Prioritas Nasional, fokus pembangunan Nasional diarahkan
pada:

a. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RKPD Provinsi Sumatera utara
Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 wajib mengacu pada

dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037. Proses penyusunan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
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RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 perlu memperhatikan prioritas pembangunan
Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Prioritas pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan akses Pendidikan

2. Prioritas Peningkatan derajat Kesehatan masyarat

3. Prioritas Peningkatan kesempatan Kerja dan berusaha melalui Penyediaan
lapangan pekerjaan

Prioritas peningkatan Daya saing melalui Sektor agraris

Prioritas peningkatan Daya saing melalui Sektor pariwisata

Prioritas peningkatan Kualitas reformasi Birokrasi

Peningkatan sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Prioritas pembangunan Infrastruktur yang baik Dan berwawasan Lingkungan

NG0B

Adapun Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun - Batubara - Asahan;

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;

Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan

Padanglawas Utara;

Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;

Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;

10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;

11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;

12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;

13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
dan

14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

NouhwbN
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Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 - 2037, bahwa Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk
Buhit merupakan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara yang perlu mendapat
dukungan yang akan disusun ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Samosir Tahun
2023.

Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun
2021-2026

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023
merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Samosir Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023
memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta
target pembangunan tahun kedua RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026. Prioritas
dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program
serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana
program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
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Gambar 1.3 Hubungan RKPD Kabupaten Samosir 2023 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017

Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RTRW Kabupaten Samosir

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 berpedoman pada
RTRW Kabupaten Samosir, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan
pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir
Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur
tata ruang dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka
pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang
dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan
rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan
kewilayahan secara terpadu.

Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam
Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian
sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD
Kabupaten Samosir Tahun 2023. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan
proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan
rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan
untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam RKPD.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Samosir yang dituangkan
dalam RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah
pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan
nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan
dokumen perencanaan Kabupaten Samosir. Hal ini merupakan amanat Undang-
Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang
Pemerintahan Daerah.

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023,
Pemerintah Kabupaten Samosir memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD
Kabupaten Samosir Tahun 2023, merupakan bagian dari penerapan sistem
perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem
perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023
disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada
RKP Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020 -2024 dan
Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di
tingkat pusat serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
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Dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan
berpedoman pada RPIJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan Perubahan
RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

Disamping itu, dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di
atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen
perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan
Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR
serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Disamping itu, dokumen RTRW Daerah
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan
demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW
Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan
RPIJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Samosir Tahun 2023:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023

2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.

3. Menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanan
pembangunan di Kabupaten Samosir serta bagi pemangku kepentingan agar
terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Samosir Tahun 2023:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan
oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
yang tertuang dalam Renja Tahun 2023

2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 sebagai dasar
penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Samosir Tahun 2023

3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan

4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan

5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif
dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Samosir

6. Sebagai instrumen evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran
serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2023
merupakan dokumen tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode
dokumen RPIMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen
RPIJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar
hukum vyang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala
nasional, maupun lokal.

1.3 Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023
Bagian ini menjelaskan Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir
Tahun 2023

1.4 Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,
seperti: RPIJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah
Kabupaten Samosir, RKP/program strategis nasional, dan RKPD
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan RKPD Kabupaten
Samosir.

1.5 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD
bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD
bagi daerah.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah
Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi,
demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi
RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh
masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung
jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan
lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi
Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang
ekonomi dalam dokumen RPIJMD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan
ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah,
sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan
daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Arah Kebijakan Pembangunan
Menjelaskan tentang Arah Pembangunan Kabupaten Samosir mengacu
kepada Arah Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
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4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPIMD
Kabupaten Samosir.

4.3 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan
Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan
dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan
interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPIMD
Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN Republik Indonesia.

4.4 Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Program Prioritas
Provinsi Sumatera Utara Dan Program Prioritas Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2023

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Samosir Dengan
SDGS

4.6 Pembangunan Inovasi Daerah

BAB V RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)
Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada
Bupati untuk Perencanaan Tahun 2023. Selanjutnya, Bupati memberikan
telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan
dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan
dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada
Tahun 2023, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja
langsung di setiap Perangkat Daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan

BAB VII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa,
bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama
ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu
ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi
atau kabupaten/kota. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan
dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
1. Karakteristik lokasi dan wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kabupaten Samosir memiliki

luas wilayah sebesar 2.069,05 km?, terdiri dari 1.444,25 km? daratan atau sebesar
69,80% dan wilayah danau 624,80 km? atau sebesar 30,20%.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

Jumlah Luas Wil.

No. Kecamatan Jumlah Desa Kelurahan (Km2) % Luas
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Sianjur Mula-mula 12 - 140,20 9,71
2 Harian 13 - 560,45 38,81
3 Sitio-tio 8 - 50,76 3,51
4 Onan Runggu 12 - 60,89 4,22
5 Nainggolan 13 2 87,86 6,08
6 Palipi 17 - 129,55 8,97
7 Ronggur Nihuta 8 - 94,87 6,57
8 Pangururan 25 3 121,43 8,41
9 Simanindo 20 1 198,20 13,72

Jumlah 128 6 1.444,25 100

Sumber : SIPD, 2021

Kabupaten Samosir beribukota di Pargururan. Kabupaten ini terbagi menjadi 9
kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan serta 380 dusun/lingkungan.
Kecamatan Harian adalah wilayah terluas mencapai 38,81% dari luas keseluruhan.
Sebagian kecamatan berada di wilayah Danau Toba.
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Gambar 2.1: Peta Administrasi Kabupaten Samosir
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021

Kabupaten Samosir berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain seperti
Kabupaten Karo,
Pakpak Barat. Batas-batas administrasi Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat

Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi dan

: Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun

: Kabupaten Toba

: Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
: Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat
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Gambar 2.2 Peta Orientasi Kabupaten Samosir dalam Provinsi Sumatera Utara
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2021
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b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Samosir terdiri dari Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba
dan sebagian wilayah daratan di Pulau Sumatera. Secara geografis terletak di sebelah
utara garis khatulistiwa diantara 98°24’00” dan 99°01'48” Bujur Timur dan antara 2°21'38”
dan 02°49'485” Lintang Utara.

c. Topografi

Kabupaten Samosir berada di ketinggian 904 - 2.157 m di atas permukaan laut
(dpl) sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.

e RN Wilayah Ketinggian (m)

; 750 - 1000
1000-1250
1250-1500
1500-1750
1750-2000

2000-2250

Kab. Dairi

RN et

ati. Humbang Hasundutan g \

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Samosir
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021

Kabupaten Samosir terletak pada bagian tengah Provinsi Sumatera Utara dan
berada di jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang, dengan
posisi tersebut, wilayah Toba merupakan daerah pengaman bagi kabupaten lainnya karena
wilayah ini merupakan hulu dari beberapa sungai besar dan kecil yang mengalir ke
Wilayah Timur Sumatera Utara.

Komposisi tanah didominasi jenis tanah Tufo Toba, pasir tercampur tanah liat,
kapur dan sebagian lainnya beruipa lapisan tanah batuan yang relatif kurang subur untuk
pertanian. Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian
antara 904-2.157 meter di atas permukaan laut sebagaimana ditampilkan pada Gambar
1.3, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu; datar (£ 10 persen),
landai (£ 20 persen), Miring (£ 55 persen) dan terjal (£ 15 persen) struktur tanahnya
labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

Tabel 2.2
Persentase Ketinggian Lahan Di Kabupaten Samosir
No Ketinggian %-Luas
[1] [2] [3]
1 904 ms/d 1.000 m dpl £ 10 %
2 1.000 m s/ d 1.500 m dp +25%
3 > 1.500 m dpl + 65 %

Sumber: RTRW Kab. Samosir dan www.pemkabsamosir.go.id
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Topografi dan kontur tanah di Kabupaten Samosir pada umumnya berbukit dan
bergelombang, dengan komposisi kemiringan seperti tertera pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Persentase Kemiringan Lahan Di Kabupaten Samosir
No Kemiringan Lahan Klasifikasi %-Luas
1 0-20 Datar + 10 %
2 2 - 150 Landai + 20 %
3 15 - 400 Miring £+ 55 %
4 > 400 Terjal + 15 %

Sumber data: www.pemkabsamosir.go.id

Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dengan menggunakan citra spot 5 tahun
2005 diketahui pola tutupan lahan Kabupaten Samosir pada tahun 2006 masih didominasi
oleh vegetasi hutan, yaitu sekitar 49% dari total wilayah kabupaten. Namun di lain pihak
vegetasi rumput dan tanah terbuka juga cukup dominan, yaitu sekitar 27%. Hal ini
menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Samosir masih dominan bersifat alamiah.
Untuk lebih jelas tentang kondisi topografi Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Gambar
2.3 di atas.

d. Geologi

Berdasarkan hasil analisis geologi tata lingkungan diketahui bahwa batuan yang
tersusun di Kabupaten Samosir umunya didominasi oleh material letusan gunung api yang
sudah berusia ribuan tahun. Hal ini jelas terlihat dengan ditemukannya tanah-tanah
berbatu di berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Selain itu, pada lapisan atasnya banyak
sekali dijumpai kandungan tanah diatomea. Jenis tanah ini cukup ekonomis untuk
dijadikan bahan baku pada beberapa jenis industri. Namun tentunya perlu ada kajian
tersendiri mengenai kandungan unsur-unsur fisik dan kimia pada tanah diatomea tersebut.

Jenis batuan lainnya yang terdapat di Kabupaten Samosir adalah jenis sirtu (pasir
batu) dan batu kapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi bangunan. Saat
ini sudah ada beberapa usaha masyarakat yang menggali jenis batuan sirtu serta
mengolah batu kapur menjadi batu bata, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Siambalo.

Kabupaten Samosir mempunyai tingkat kekuatan gempa yang berkisar antara skala
V hingga VIII (skala MMI) dimana zona tertinggi terletak pada jalur patahan regional
Sumatera (Semangko). Kisaran kekuatan gempa tersebut dapat dilihat pada keterangan
berikut:

1. Skala V - VI, tersebar merata di wilayah Kabupaten;

2. Skala VI - VII, hanya terisolir di daerah Dolok Nabarat - Aritonang - Siborong-
borong - Aek Nauli hingga Dolok Sanggul;

3. Skala VII - VIII, tersebar pada bagian dalam zona VI - VII yang tersebar
di daerah Parmiahan-Lumban Pancur-Pagaran.

Beberapa peristiwa gempa yang terjadi Kabupaten Samosir dapat ditunjukkan pada
Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Banyaknya Gempa Bumi yang Dirasakan di Kabupaten Samosir 2013-2020
Tahun
Bulan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | 2020
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Januari 1 1 0 0 1 0 0 0
Februari 1 1 0 0 2 1 0 0
Maret 0 1 0 0 1 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0 0
Mei 0 1 1 0 1 0 0 0
Juni 0 0 0 0 0 0 1 0
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BUl Tahun

Hian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
3ul 12 0 0 0 1 0 0 0
Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0
September 1 0 0 3 0 0 0 0
Oktober 0 0 1 0 0 0 0 0
Nopember 0 0 1 13 4 0 0 0
Desember 0 0 0 2 1 0 0 0
Total 15 2 3 18 11 1 1 0

Sumber: SIPD, 2021

Sedangkan daerah patahan memiliki zona-zona percepatan yang berbeda-beda,

yang terdiri dari:

1.

Zona A = 0,20 - 0,25g, tersebar di bagian Utara Kabupaten Samosir (Dolok Sibutan -
Dolok Suara - Dolok Sigaung-gaung);

Zona B = 0,25 - 0,30g, tersebar di bagian tengah Danau Toba (sisi tebing utara dan
Selatan)

Zona C = 0,30 - 0,35g, tersebar di bagian tengah Patahan Semangko, mulai dari tepi
tebing. Selatan Danau Toba hingga bagian Selatan Pardomuan - Sihabong-habong -
Pusu

Fenomena gerakan tanah sendiri ditemukan dalam berbagai jenis gerakan, seperti:

1.

Gl = Gelinciran, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, hanya terdapat pada
batuan Tmppt yang kedudukannya searah lembah;
G2 = Runtuhan, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, terdapat pada batuan
Qvt, Qvs, TMPPT, Pub, Tmvh, Puk. Dikontrol juga oleh patahan yang banyak terdapat
pada bagian tersebut (umumnya berarah U 300 - 330°T) dan patahan lain yang
memotongnya sehingga mempermudah gerakan tanah. Begitu pula dengan adanya
sesar atau retakan vyang biasanya akan memotong patahan besar ini dan
menghasilkan bongkah-bongkah batuan yang mudah runtuh/meluncur;
G3 = Longsoran, hanya terdapat pada unit batuan Qvt dan Qvs. Tanpa adanya kontrol
bidang perlapisan maupun patahan/sesar/retakan, umumnya terjadi pada zona
pelapukan batuan yang dipicu oleh kadar air yang terus meningkat (jenuh air tanah).
Walaupun Kabupaten Samosir tidak memiliki gunung api aktif (Tipe A/B/C) namun

tetap memiliki potensi terkena sebaran abu letusan Gunung Sinabung dan Helatobi yang
menuju ke arah Kabupaten Samosir. Selain itu Gunung Pusuk Buhit juga masih berpotensi
untuk dapat aktif, sehingga daerah di sekitarnya dapat dikatakan juga sebagai daerah
rawan bencana. Ini berarti perlu dilakukan mitigasi plan atau rencana jalur-jalur evakuasi
apabila terjadi bencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat padaGambar 2.4 di bawah ini.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Wilayah Kabupaten Samosir
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021
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Kabupaten Samosir memiliki berbagai potensi sumber daya geologi yang didukung
keragaman hayati dan budaya yang masih terjaga kelestariannya. Pulau Samosir
merupakan bagian dari Kaldera Toba yang memperlihatkan sekuen geologi yang
fenomenal terutama vyang berkaitan dengan jejak-jejak terjadinya erupsi kaldera
"supervolcano", terbentuknya Kaldera Toba, terbongkarnya batuan dasar dan proses
terbentuknya Pulau Samosir.

e. Hidrologi

Sub DAS Kabupaten Samosir termasuk kedalam DAS Asahan Toba. Adapun DAS
Asahan Toba terdiri dari 66 (enam puluh enam) sub DAS yang tersebar pada 10 (sepuluh)
Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kecamatan. SUB DAS terluas yaitu SUB DAS Kuasan
dengan ukuran 21.372,52 ha di Kabupaten Asahan, sub DAS yang tersempit berada di
wilayah Kabupaten Samosir yaitu sub DAS Arum dengan ukuran 13.481,16 ha. Dari 66
sub DAS tersebut yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Samosir adalah sebanyak 13
(tiga belas) sub DAS yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) di wilayah Kabupaten Samosir

No Nama Sub DAS Kecamatan Luas (ha)
1.| Sijama-jama Onanrunggu 6.741,50
2.| Binanga Bolon Onanrunggu 5.557,28
3.| Guluan Pangururan 10.133,19
4.| Silabung Simanindo 5.822,76
5.| Simala Onanrunggu 5.247,19
6.| Simaratuang Pangururan 8,710,75
7.| Ringgo Sianjurmulamula 6.396,17
8.| Bodang Harian 9.221,49
9.| Sitiung-tiung Onanrunggu 4.532,05

10.| Arun Pangururan 0,117

11.| Parembakan Harian 7.892,91

Sumber : Laporan KLHS Kab. Samosir 2021-2026
f. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Samosir
tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C
dan rata-rata kelembaban udara 85%.

Berdasarkan lokasi pengamatan, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan
Nopember yaitu sebesar 395,5 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu sebesar 20,7
mm. Untuk Jumlah hari Hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember yaitu sebanyak 25
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Hari dan terendah pada bulan Februari yaitu sebanyak 2 hari. Untuk Rata-rata Harian
penyinaran matahari terbanyak pada bulan Februari yaitu sebanyak 55,2 persen dan

yang terendah pada bulan Januari yaitu sebanyak 18,7 persen.

dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.6

Curah Hujan (Ch), Hari Hujan (Hh)dan Rata-Rata Penyinaran Matahari

Di Kabupaten Samosir Tahun 2021

PENGAMATAN UNSUR IKLIM
JUMLAH CURAH JUMLAH HARI RATA-RATA
BULAN HUJAN HUJAN HARIANPenyebaran

(MM) (hari) Matahari (persen)
Januari 347,7 17,0 18,7
Februari 20,7 2,0 55,2
Maret 38,9 10,0 44,3
April 73,9 15,0 34,0
Mei 72,7 10,0 37,3
Juni 205,6 18,0 38,1
Juli 189,3 12,0 44,8
Agustus 345,9 16,0 33,0
September 330,7 18,0 38,7
Oktober 316,6 12,0 46,2
Nopember 395,5 25,0 33,2
Desember 205,9 15,0 29,5
Sumber data: BPS Kabupaten Samosir, 2022

g. Potensi dan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Samosir antara lain terdiri dari

Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.

Danau Toba

Batas Administrasi

Batas Kabupaten
Batas K

Garis Pantai
Jalan

Jaringan Sungai

Penggunaan Tanah

I scroeir

Sawah

Pertanian Tanah Kering
Rumput/Tanah Terbuka
Kebun Campuran

Permukiman

Kabh. Humbang Hasundutan

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Samosir
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021

Untuk lebih jelasnya

Pertanian,
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2. Potensi Pengembangan Wilayah

Rancangan struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang
wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki
satu sama lain serta dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten
terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Samosir merupakan
simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah
Kabupaten Samosir, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat
Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Sub Pusat Kegiatan Lokal Promosi (Sub PKLp), dan Pusat
Kegiatan Kecamatan (PKK). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi yang
dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKW.

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dipromosikan untuk
di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

3. Sub Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan pusat pertumbuhan dan
pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatannya dan beberapa
desa diluar kecamatannya.

4. Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK) adalah kawasan pusat pertumbuhan dan pusat
pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatannya saja.

RTRW Kabupaten Samosir mengatur bahwa PKWp ditetapkan di Kecamatan
Pangururan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan daerah
pelayanannya seluruh wilyah Kabupaten Samosir. PKLp ditetapkan di Tele, dengan daerah
pelayanan Kecamatan Harian, Sitiotio, Sianjur Mula-Mula, kecamatan di Kabupaten
Humbang Hasudutan, Pakpak Bharat, dan Dairi yang berbatasan dengan Kabupaten
Samosir; Onan Runggu, dengan daerah pelayanan Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu
dan Toba yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; Simanindo Sangkal, dengan
daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, sebagian Kecamatan Ronggur NiHuta, dan
kecamatan di Kabupaten Karo dan Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten
Samosir; dan Tomok, dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, Ronggur ni Huta,
Onan Runggu dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Simalungun. Sedangkan, Sub
PKLp ditetapkan di Parbaba, Rianiate, Nainggolan, Mogang, dan Ambarita. Sedangkan PKK
ditetapkan di Ronggur ni Huta, Sabulan, Harian Boho, dan Sagala.

Sesuai dengan penetapan kebijakan mengenai ibukota Kabupaten Samosir dan
lokasi strategis beberapa desa sehingga mampu melayani beberapa wilayah sekitarnya,
maka ditentukan hierarki pusat pelayanan yaitu Kecamatan Pangururan sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp). Kecamatan tersebut merupakan ibukota Kabupaten
Samosir dengan fungsi pusat pelayanan administrasi/pemerintahan dengan skala
pelayanan yang melingkupi seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir. Selain sebagai
pusat administrasi/jasa pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia di kecamatan ini
adalah fungsi pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau
perhubungan.

Kecamatan Pangururan sebagai PKWp, selain melayani kebutuhan lokalnya, juga
melayani kebutuhan dari desa sekitar yaitu Desa Ginolat, Desa Turpuk Sihotang, Desa
Sabulan, Desa Pallobuan dan Desa Ronggur Nihuta. Pelayanan ini diarahkan melalui
jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan dan lokal) sehingga wilayah
yang dilintasi mendapatkan trickle down effect, namun pergerakan dari dan ke Desa
Sabulan dan Desa Pallobuan saat ini masih harus diarahkan melalui transportasi
danau/perairan karena jaringan jalan darat yang tersedia rusak.

Sementara itu, untuk membuka akses dan berinteraksi dengan wilayah luar
Kabupaten Samosir di bagian Utara/Tigaras, dapat diarahkan untuk melalui Desa
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Simanindo Sangkal melalui jaringan jalan darat (kolektor primer) dari Pangururan dan
dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan sehingga dalam satu perlintasan dapat
dilakukan pertukaran barang/jasa/informasi untuk Desa Simanindo Sangkal dan Tigaras.
Kedudukan Pangururan sebagai ibukota kabupaten mengharuskan kecamatan ini memiliki
akses ke wilayah lain di luar Kabupaten Samosir, dalam hal ini Pangururan juga dapat
melakukan interaksi dengan Parapat di bagian Timur dengan arahan jaringan jalan
kolektor primer menuju Desa Tomok/Simanindo yang kemudian dilanjutkan dengan
transportasi danau/perairan. Selain beberapa akses yang telah disebutkan, akses intra-
kabupaten yang juga dimiliki oleh kecamatan Pangururan ke bagian Barat yang diarahkan
melalui kawasan Pusuk Buhit dengan jaringan jalan Propinsi/Tele untuk ke kawasan lain di
bagian Barat Provinsi Sumatera Utara, akses intra-wilayah ini memposisikan kecamatan
Pangururan sebagai pintu gerbang bagian barat Kabupaten Samosir.

a. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya
pertanian, dan budidaya non pertanian. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya
Pertanian Kabupaten Samosir terdiri dari:

1. Pertanian Tanaman Pangan
Terdiri dari Pertanian Lahan Kering dan Lahan basah. Budidaya pertanian tanaman
pangan diarahkan pada peningkatan nilai tambah hasil tani yang memerlukan
pengolahan khusus sehingga komoditas yang dihasilkan memiliki harga jual lebih tinggi.
Hampir seluruh kecamatan memiliki alokasi lahan untuk pertanian ini dengan total
keseluruhan adalah 16.576 ha.

2. Perkebunan
Pengembangan perkebunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan produksi untuk
memenuhi kebutuhan lokal dan wilayah hinterland. Produksi kopi, cengkeh, vanili dan
kemiri merupakan komoditas utama yang dapat dikembangkan dari sektor perkebunan
ini. Luas kawasan perkebunan dapat ditingkatkan dengan mengalihfungsikan kawasan
bekas hutan, pertanian lahan kering atau tanah-tanah terlantar, dan direncanakan
pengembangannya seluas 25.194 ha.

3. Peternakan
Sektor peternakan diarahkan untuk pengembangan 4 (empat) jenis ternak yang
potensial untuk dikembangkan, yaitu kerbau, babi, kambing, kuda dan sapi. Diharapkan
dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, pengembangan peternakan diarahkan di
Kecamatan yang cukup memiliki lahan rumput yang terbuka dan di lahan datar dan
sumber air yang memadai. Oleh karena itu peternakan dapat dikembangkan di hampir
semua kecamatan, dengan rencana peruntukan untuk kawasan peternakan ini
dicadangkan seluas 1.322 ha.

4. Perikanan
Rencana pengembangan kawasan perikanan terutama diarahkan untuk peningkatan
teknologi penangkapan perikanan umum dan peningkatan serta pengelolaan produksi
yang baik terhadap jenis budidaya perikanan darat. Sementara Kawasan Danau Toba
yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisa Nasional yang menjadi salah satu
dari sepuluh destinasi wisata nasional untuk dikembangkan pemerintah pusat, telah
disepakati bersama 7 (tujuh)/zero KJIA di perairan Danau Toba. Menindaklanjuti hal
tersebut, Bupati Samosir telah menetapkan keputusan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun
2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi Penataan Kawasan Danau Toba
di Kabupaten Samosir yang disertai rencana-rencana aksi penataan Kawasan Danau
Toba di Kabupaten Samosir.
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5. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan merupakan kawasan produksi pertanian secara makro yang
didesain dari awal untuk mengakomodasi kegiatan penanaman sampai kepada kepada
jalur distribusin di kawasan tersebut. Alokasi lahan untuk kawasan agropolitan ini
ditempatkan di Kecamatan Harian dengan luas sekitar 2.982 ha.

b. Kawasan Peruntukan Kehutanan

Rencana Pola Ruang untuk Kawasan budidaya kehutanan terdiri dari kawasan hutan
produksi dan agroforest. Detail mengenai fokus pengembangan Kawasan Peruntukan
Kehutanan di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut.

1. Hutan Produksi, yaitu kawasan budidaya kehutanan (KBK) pada Kabupaten Samosir
adalah hutan produksi. Kawasan hutan produksi hanya terdapat di wilayah daratan,
yaitu pada kawasan Hutagalung di kecamatan Harian seluas 33.950 ha. Kawasan hutan
produksi ini merupakan salah satu kawasan hutan yang diberi izin penebangan oleh
pemerintah.

2. Kawasan Agroforest, yaitu kawasan yang didesain untuk mengakomodasi kawasan
peralihan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, oleh karena itu perlu ditetapkan
kawasan penyangga yang berfungsi untuk menjaga fungsi hutan, namun dapat
memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat untuk berusaha untuk penghidupannya.
Agroforest adalah kawasan hutan yang dapat ditanami dengan tanaman produksi
dengan tanpa menghilangkan fungsi hutannya. Penggunaan lahan hutan rakyat dapat
diakomodir di lahan kawasan agroforest ini. Kawasan Agroforest direncanakan seluas
10.072 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan wisata diarahkan pada peruntukan
kawasan wisata unggulan dan pengadaan jalur wisata air. Kawasan Wisata Unggulan
tersebut terdiri dari: kawasan Wisata Tomok-Tuktuk, Kawasan Wisata Aek Rangat,
Kawasan Wisata Budaya Sianjur Mula-mula, Kawasan Wisata Rohani Pusuk Buhit, Kawasan
Wisata Lagundi dan Sukkean, Kawasan Wisata Danau Sidihoni dan Aek Natonang.
Sedangkan obyek wisata lain yang dapat dikembangkan adalah Tano Ponggol, Pantai Pasir
Putih Parbaba, wisata olahraga paralayang di Siulak Hosa, wisata budaya huta Sidabutar
dan old batak village di Simanindo, wisata Piso Somalin di Hatoguan, Menara Tele, Aek
Rangat Simbolon, museum budaya di Gereja Katolik Pangururan, wisata budaya di Sitio-
tio, dan obyek-obyek wisata alam, sejarah, dan budaya Ilainnya vyang dapat
dikembangkan. Rencana peruntukan lahan untuk kawasan wisata ini dapat ditetapkan
dengan melakukan kajian terhadap permintaan pasar wisatawan dan kebutuhan fasilitas-
fasilitas wisata, serta atraksi wisata yang diminati. Semua aspek tersebut, umumnya dikaji
dalam produk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Namun dalam
arahan pemanfaatan ruangnya, obyek dan kawasan wisata tersebut di atas sudah
ditetapkan sebagai bagian dari kawasan budidaya non pertanian.

Kawasan konservasi budaya dan sejarah merupakan kawasan yang memiliki nilai
sejarah dan budaya tinggi. Pada kawasan tersebut terdapat berbagai benda peninggalan
kuno yang memiliki nilai budaya tinggi sehingga perlu dilestarikan. Kekhususan dan
keistimewaan lokasi dan benda tersebut, menarik minat wisatawan untuk melihat dan
berkunjung. Beberapa lokasi yang dapat diusulkan sebagai kawasan konservasi budaya
dan sejarah adalah Makam Raja Sidabutar di Tomok, Makam Raja Lotung di Sitio-tio,
Makam Pisosomalim di Palipi, Makam Raja Simarmata di Pangururan dan lokasi yang
dipercaya sebagai asal muasal Suku Bangsa Batak, yakni Pusuk Buhit di Sianjur Mula-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023  1I-10



/ .A’.\_“ ‘
(¢

.-" S

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR =~

mula. Di Sianjur Mula-mula tempat yang wisata yang dikonservasi adalah kawasan di
sekitar lokasi yang dibangun.

Tabel 2. 7
Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah Kabupaten Samosir

No Kawasan Konservasi
. Keterangan
Budaya dan Sejarah
1 Makam Raja Sidabutar di Pengembangan kawasan dengan perbaikan fasilitas
Tomok pendukung, seperti ruang jual souvenir khas Tomok
dan pemeliharaan kawasan agar tidak merubah
nuansa makam yang telah ada
2 Makam Raja Lontung di Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area
Sitio-tio makam, namun dapat menambah fasilitas
penunjang seperti lokasi jual souvenir
3 Makam Pisosomalim di Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area
Palipi makam, namun dapat menambah fasilitas

penunjang seperti lokasi jual souvenir
4 Makam Raja Simarmata di | Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area

Pangururan makam, namun dapat menambah fasilitas
penunjang seperti lokasi jual souvenir
5 Pusuk Buhit di Sianjur Pemeliharaan kawasan tanpa membangun sesuatu
Mula-mula di bagian puncak Pusuk Buhit, serta perbaikan pada

bangunan-bangunan adat tanpa merubah bagian
aslinya. Untuk lebih menarik wisatawan, dapat pula
ditambah dengan fasilitas penunjang, seperti ruang

jual souvenir khas Sianjur Mula-mula
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, 2020

Kegiatan konservasi budaya dan sejarah dalam pengembangannya dapat diarahkan
sebagai kawasan wisata sejarah, namun arahan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan
fungsi, prasarana dan sarana di Sianjur Mula-mula. Sebagai lokasi awal berkembangnya
Suku Bangsa Batak, Sianjur Mula-mula belum cukup memberikan informasi maupun
‘kesan’ yang kuat. Karena itu daerah yang dipercayai sebagai asal mula Suku Bangsa
Batak harus ditata sehingga memberi makna mendalam bagi penerus Suku Bangsa ini.

d. Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya
alam dari kegiatan budidaya sehingga membentuk fungsi lindung dari ekosistem suatu
wilayah. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, yaitu 1) hutan lindung dan kawasan
konservasi serta resapan air yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan
bawahannya; 2) kawasan jalur hijau (sempadan sungai, sempa dan sungai danau) yang
berfungsi perlindungan setempat; 3) kawasan rawan bencana, yang terdiri dari kawasan
rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan rawan tanah
longsor; 4) kawasan konservasi air baku, yang berfungsi untuk mengamankan gangguan
aktivitas manusia terhadap perairan memiliki potensi sebagai sumber air baku; 5)
kawasan cagar budaya, yang berfungsi untuk melindungi asset-aset alamiah maupun
buatan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi; dan 6) kawasan lindung
lainnya, yang memiliki kerentanan fisik, seperti tanah berbatu, lahan kritis di kelerengan
terjal, dan lainnya.
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Tabel 2.8
Rencana Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung (dalam ha)*

Kawasan Kecamatan
Lindung
Sianjur Harian Sitiotio S?ma- Pangu- Ro.nggur Palipi Naing- Onan-
Mulamula nindo ruran Nihuta golan runggu
Hutan 7.243,32 | 9.669,59 | 468.605,0 | 4.651,78 17,27 4.584,33 | 4.068,48 - -
Lindung 0
Cagar 491,56 45,56 19,92 -1 232,28 - - - -
Budaya
Kawasan - - - - 22,30 - - - -
Lahan
Kritis
Kawasan - 469,99 - 42,98 - 59,79 21,47 | 778,83 12,55
Resapan
Air
Lindung 28,54 | 4.634,32 | 4.345,52 8,90 - - - -11.270,65
Kawasan - - - - 26,78 - 7,59 - -
Mata Air
Panas
Hutan - - - - | 207,98 2,23 - - -
Kota
Konservasi 86,27 - - - - - - - 65,95
Air Baku
TOTAL (7.849,68 |14.819,46 4.834,05 4.703,65 |534,03 | 4.646,34 | 4.105,13 778,83 |1.348,54

* tidak termasuk kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan letusan gunung api
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Samosir diprioritaskan pada penggunaan
lahan hutan lindung. Hampir semua kecamatan menjadi fokus dalam upaya tersebut
terutama di Kecamatan Sititio dengan luas wilayah potensial mencapai 468,605 ha.
Sementara itu, fokus penggunaan lahan cagar budaya, kawasan resapan air dan lindung
menjadi priritas selanjutnya yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 2.9
Rencana Penggunaan Lahan untuk Jalur Hijau (dalam ha)

Kecamatan

Kawasan Sianjur | Harian | Sitiotio |Simanindo| Pangu- |Ronggur Palipi Naing- | Onan-

Jalur Hijau | Mulamula Ruran | Nihuta Golan | Runggu
Sempadan

S ) - - - 119,132 | 385,903}451,814( 586,65 | 426,756| 28,197
ungai

Sempadan

Danau 168,841 (107,008| 147,064 292,619 | 161,81 - 111919 | 70,419| 121,879

TOTAL 168,841 (107,008| 147,064 951,751 | 547,719451,814(698,569 | 497,175 150,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

Secara umum, penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, pencegahan longsor,
meminimalisasi dampak gempa bumi dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem danau
terhadap kawasan sekitarnya. Variabel-variabel pembentuk kawasan lindung adalah
sebagai berikut :

e Hutan, baik hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan tanaman industri
yang telah ada berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku tetap dipertahankan
keberadaannya.
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Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk
meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang
berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan
hutan/rawa sungai dan City Ponds adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi
peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan
kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya
maupun kawasan yang bersangkutan.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan sungai
yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan
kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang
dapat dikembangkan antara lain adalah tanaman buah-buahan seperti rambutan,
mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Tujuan perlindungan
sempadan sungai di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan
manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan
aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Kriteria
penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung.

Sempadan Danau (kawasan sekitar danau) adalah kawasan sepanjang tepi danau, yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Di
sepanjang tepi danau ini juga ditanami tanaman yang sifathya memberikan
perlindungan pada tepian danau sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman yang
dibudidayakan di sepanjang jalur hijau ini adalah tanaman keras yang dapat melindungi
sekaligus dapat diambil manfaatnya oleh penduduk seperti tanaman buah-buahan
(mangga, nangka, durian, rambutan) atau tanaman perkebunan (kopi). Tujuan
perlindungan sempadan danau di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi danau
dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air danau,
mengamankan fungsi sungai sebagai wilayah catchment area dan mencegah terjadinya
erosi sedimen pinggiran danau. Kriteria penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres
No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Kawasan rawan tanah longsor adalah areal yang diidentifikasi rawan gerakan tanah
karena kondisi geologi yang labil, wilayah ini diarahkan untuk mendapatkan perlakuan
khusus sehingga potensi longsor dapat diminimalisasi, sementara itu pada beberapa
wilayah yang secara alami telah memiliki potensi gerakan yang tinggi diarahkan untuk
tidak dikembangkan bagi kegiatan budidaya. Pada kawasan rawan longsor ini juga
ditanami tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.

Kawasan rawan gempa bumi adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap gempa
karena kawasannya dilewati oleh sesar/patahan sehingga berdasarkan siklus gejala
alam dapat diprediksi pada wilayah ini suatu saat akan terjadi gempa bumi, untuk itu
pada wilayah ini diarahkan untuk tidak membangun atau mengembangkan kegiatan
budidaya, melainkan tetap sebagai kawasan hutan dengan tanaman keras yang dapat
diambil manfaatnya oleh penduduk.

Kawasan rawan gunung api adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap bencana
gunung api karena berada pada barisan gunung api vulkanik/tektonik, potensi wilayah
ini terhadap bencana sama halnya dengan kawasan rawan gempa bumi. Di kawasan ini,
tidak diijinkan pembangunan kegiatan budidaya kecuali penanaman tanaman keras
yang berfungsi untuk mengurangi dampak gunung api, berupa debu dan abu.

Kawasan Pemukiman

Kawasan Pemukiman, merupakan kawasan hunian dan segala fasilitas-fasilitas jasa

perdagangan, umum, dan sosial yang mendukung kegiatan bermukim tersebut. Kawasan
pemukiman tersebar dalam komunitas desa yang terdiri dari kumpulan komunitas marga.
Sebagian besar pemukiman yang ada masih bersifat pemukiman ulayat/adat sehingga
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keberadaannya tidak membahayakan bagi keberlangsungan
lokasi pusat pertumbuhan umumnya sudah didominasi
perkotaan.

Jika dilihat dari arah perkembangan Kabupaten Samosir yang bertujuan membuka
pusat pertumbuhan di beberapa lokasi/bagian di pesisir danau, maka sesuai dengan
pembatasan kawasan lindung penetapan wilayah permukiman dilakukandi sepanjang
pesisir danau dengan memperhatikan arahan batasan sempadan danau. Selain itu, sesuai
dengan arahan pengembangan jaringan jalan yang memotong bagian Barat dan Timur
wilayah pulau maka alokasi permukiman dapat diarahkan di sepanjang koridor jaringan
jalan dengan jumlah yang terbatas mengingat bagian tengah merupakan kawasan lindung.

lingkungan. Namun pada
oleh permukiman bersifat

Untuk melayani kebutuhan perumahan di masa depan, maka ditetapkan beberapa
usulan, yaitu:

1. Mengarahkan pengembangan kawasan perumahan ke bagian Barat dan Timur
terutama pada akses jalan yang sudah dirintis perumahan sebelumnya, dan pada
wilayah dengan jaringan jalan baru kelak;

2. Mengembangkan permukiman pada wilayah pesisir Danau dan mengurangi prioritas
pada bagian tengah wilayah Pulau. Sementara itu, wilayah daratan akan diarahkan
pada bagian Timur yaitu pesisir Danau dan tepi Barat yang berbatasan langsung
dengan Propinsi Sumatera Utara;

3. Mengembangkan pemukiman sesuai dengan karakteristik ulayat/adat karena dengan
demikian dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Berbagai keunikan suku Batak, dalam memilih dan menentukan permukimannya
berdasarkan kehidupan sosial, karakter fisik wilayah maupun sarana dan prasarana kota
yang tersedia, dapat menjadi suatu kekhasan wilayah yang dapat diangkat sebagai atraksi
sosial budaya masyarakat yang dapat diintegrasikan dalam konsep ecotourism yang saat
ini digalakkan oleh Kabupaten Samosir.

Berdasarkan karakteristiknya, rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan
permukiman terbagi menjadi dua, yaitu kawasan permukiman perkotaan seluas 1.370 ha,
yang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pangururan 59,1% atau sekitar 820 ha.
Sedangkan kawasan permukiman pedesaan dialokasikan sebesar 3.447 ha dengan
persebaran yang merata di seluruh kecamatan. Dalam mengatur peruntukan lahan di
kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan tersebut, perlu diatur lebih lanjut dalam
rencana detail tata ruang (RDTR), terutama untuk mengatur blok-blok bangunan,
kepadatan bangunan (KDB), ketinggian bangunan (KLB).

3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Samosir terdiri dari kawasan
rawan tanah longsor dan gempa. Luasan wilayah kecamatan yang berpotensi mengalami
bencana di Kabupaten Samosir adalah seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.10
Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samosir (dalam Ha)

No. Kecamatan Runtuhan Gelincir (Ha) | Longsor (Ha) Gempa
(Ha) (Ha)

1. Simanindo 3,865.060 9.667,391 2.059,222 -

2. Pangururan 81,247 1.737,822 1.561,648 -

3. Ronggurnihuta 1,758 2.679,360 876,247 -

4, Palipi - 4.878,989 3.264,973 -
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No. Kecamatan Runtuhan Gelincir (Ha) | Longsor (Ha) Gempa
(Ha) (Ha)
5. Harian 5.168,084 5.768,557 41.763,049 1.771,823
6. Onan Rungu 1.262,724 - 3.712,059 -
7. Nanggolan - 2.845,013 2.684,654 -
8. Sitio-tio 1.925,243 - 1.596,99 1.600,468
9. Sianjur Mula-mula 6.405,748 - 5.101,552 -
TOTAL 21.577,132 | 21.577,132 | 61.620,394 | 3.372,291

Sumber : RPJPD Kab. Samosir 2005-2025

Sebagian wilayah kabupaten berpotensi terjadi gempa bumi. Kecamatan Harian
dan Sitio-tio merupakan dua wilayah yang cukup rawan terjadi gempa bumi. Akan tetapi,
wilayah lain berpotensi terdampak karena bencana gempa bumi seringkali memiliki
jangkauan teritori yang luas. Adanya wilayah/kawasan yang rawan bencana longsor
diakibatkan oleh kondisi topografi tanah yang berbukit dan struktur tanah liat berpasir.
Luas wilayah rawan longsor tersebar di semua kecamatan. Sementara itu, potensi
runtuhan dan gelincir tersebar hampir di seluruh kecamatan.

4. Kondisi Demografi Daerah

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah masalah
kependudukan, mencakup jumlah pertumbuhan penduduk, komposisi dan penyebaran
penduduk yang merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Jumlah
penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitas manusianya baik,
dan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan bila kualitas manusianya rendah. Untuk
itu, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka kesejahteraan
masyarakat.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023,
penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2021 adalah sebanyak 137.696 jiwa, terdiri dari
68.604 penduduk laki-laki (49,82 persen) dan 69.092 penduduk perempuan (50,18
persen), dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,29 dan angka kepadatan penduduk
mencapai 95,34 jiwa/km2. Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang
paling banyak adalah di Kecamatan Pangururan, vyaitu 34.607 jiwa (25,13 persen),
sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sitiotio yaitu 8.219 jiwa
(5,97 persen)

Terkonsentrasinya pendudukdi beberapa titik bisa menunjukkan terkonsentrasinya
pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pembangunan ekonomi tidak merata.
Disamping itu, konsentrasi penduduk di titik tertentu juga bisa disebabkan oleh kurang
menyebarnya pusat-pusat pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan,
perekonomian, serta bidang-bidang lainnya. Ketimpangan dan ketidakmerataan sebaran
penduduk tersebut terjadi karena variasi luas antar daerah yang diukur dengan kepadatan
penduduk sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:
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Tabel 2.11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut KecamatanTahun 2017-2021

Jumlah
No Kecamatan Wl;ll;ayZh Penduduk Zﬁi:i:ﬁ;g
(jiwa)
[1] [2] [3] [5] [6]
1. | Sianjur Mula-mula 140,24 10.070 71.81
2. Harian 560,45 9.467 16.889
3. | Sitiotio 50,76 8.219 16.192
4, Onan Runggu 60,89 11.190 183.77
5. Nainggolan 87,86 12.997 147.70
6. Palipi 129,55 18.372 141.81
7. Ronggur Nihuta 94,87 9.755 132.82
8. Pangururan 121,43 34.607 285.00
9. | Simanindo 198,20 23.039 166.24
2021 1.444,25 137 696 95.34
2020 1.444,25 136.441 94,47
2019 1.444,25 139.958 96,91
2018 1.444,25 143.944 99,67
2017 1.444,25 144.096 99,78

Sumber : BPS (Samosir Dalam Angka 2022)

Kabupaten Samosir mempunyai luas daratan 1.444,25 Km2 dengan kepadatan
penduduk tahun 2021 mencapai 95,34jiwa per Km2. Kecamatan yang paling luas
wilayahnya adalah Kecamatan Harian dengan kepadatan penduduknya hanya 16,88jiwa
per Km2, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Sitio-
tio dengan kepadatan penduduknya sebesar 16.192 jiwa per Km2. Kecamatan yang paling
padat penduduknya adalah Kecamatan Pangururan dengan tingkat kepadatan penduduk
mencapai 285,00 jiwa per Km2, hal ini dimungkinkan mengingat Kecamatan Pangururan
merupakan Ibu Kota Kabupaten, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan serta tingkat
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya lebih
memadai bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Besar kecilnya rasio jenis kelamin antara lain dipengaruhi oleh  pola migrasi
penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk
laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut dan
sebaliknya, jika rasio jenis kelamin di bawah 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih
sedikit dibanding jumlah perempuan. Data penduduk di Kabupaten Samosir tahun 2021
menunjukkan jumlah penduduk Laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk
Perempuan, dengan perbandingan setiap 98,66 penduduk laki-laki terdapat100 penduduk
Perempuan.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2021

Jumlah Penduduk Sex
No Kecamatan - - Total .
Laki-laki Perempuan Rasio
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Sianjur Mula-mula 5.011 4,992 10.003 100,38
2 Harian 4.647 4.750 9.393 97,83
3 Sitio-tio 4,117 4.055 8.172 101,53
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Jumlah Penduduk Sex
No Kecamatan - - Total .
Laki-laki Perempuan Rasio
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
4 Onan Runggu 5.485 5.637 11.122 97,30
5 Nainggolan 6.382 6.489 12.871 98,35
6 Palipi 9.050 9.159 18.209 98,81
7 Ronggur Nihuta 4.811 4.881 9.692 98,57
8 Pangururan 17.164 17.045 34.209 100,70
9 Simanindo 11.290 11.476 22.766 98,38
Tahun 2021 70.512 71.470| 141.982 98,66
Tahun 2020 67.957 68.484 | 136.441 99,23
Tahun 2019 69.745 70.213| 139.958 99,33
Tahun 2018 72.210 71.734| 143.944 100,66
Tahun 2017 72.185 71.911| 144.096 100,38
Tahun 2016 73.323 73.266 | 146.589 100,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir 2022

5. Kawasan Strategis di Kabupaten Samosir
Kawasan Strategis di Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan vyang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu :

- Kawasan Perkotaan Pangururan.

Wilayah Perkotaan Pangururan adalah pusat pelayanan yang melayani
kebutuhan seluruh wilayah Kabupaten Samosir, baik ke dalam maupun ke luar
Kabupaten. Wilayah Perkotaan ini ditetapkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan
ini  merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan fungsi pusat pelayanan
administrasi/pemerintahan dengan skala pelayanan vyang melingkupi seluruh
kecamatan di Kabupaten Samosir. Selain sebagai pusat administrasi/jasa
pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia di kecamatan ini adalah fungsi pusat
perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.
Kecamatan Pangururan sebagai PKL, selain melayani kebutuhan Ilokalnya, juga
melayani kebutuhan dari Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir.
Pelayanan ini diarahkan melalui jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder, jalan
lingkungan dan lokal) sehingga wilayah yang dilintasi mendapatkan trickling down
effect, namun pergerakan dari dan ke Desa Sabulan dan Desa Mogang saat ini
masih harus diarahkan melalui transportasi danau/perairan karena jaringan jalan
darat yang tersedia saat ini belum dimungkinkan untuk dilalui.

Sementara itu, untuk membuka akses dan berinteraksi dengan wilayah luar
Kabupaten Samosir di bagian Utara/Kecamatan Tigaras (Kabupaten Simalungun),
dapat diarahkan untuk melalui Desa Sakal Simanindo melalui jaringan jalan darat
(kolektor  primer) dari Pangururan dan dilanjutkan dengan transportasi
danau/perairan sehingga dalam satu perlintasan dapat dilakukan pertukaran
barang/jasa/informasi untuk Desa Sakal Simanindo dan Kecamatan Tigaras
(Kabupaten Simalungun). Kedudukan Pangururan sebagai ibukota kabupaten
mengharuskan kecamatan ini  memiliki akses ke wilayah lain di luar Kabupaten
Samosir, dalam hal ini Pangururan juga dapat melakukan interaksi dengan
Kecamatan Prapat (Kabupaten Simalungun) di bagian Timur dengan arahan jaringan
jalan kolektor primer menuju Desa Tomok/Simanindo yang kemudian dilanjutkan
dengan transportasi danau/perairan. Selain beberapa akses yang telah disebutkan,
akses intra-kabupaten yang juga dimiliki oleh kecamatan Pangururan ke bagian
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Barat yang diarahkan melalui kawasan Pusut Buhit dengan jaringan jalan
nasional/tele untuk ke kawasan lain di bagian Barat Propinsi Sumatera Utara, akses
intra-wilayah ini memposisikan kecamatan Pangururan sebagai pintu gerbang
bagian barat Kabupaten Samosir.

- Kawasan Agropolitan Harian

Posisi Kabupaten Samosir di antara kabupaten lain di Sumatera Utara
berada tepat di bagian tengah, dengan pusatnya adalah Pulau Samosir. Provinsi
Sumatera Utara mencanangkan kebijakan agropolitan bagi beberapa kabupaten
yang ada di wilayahnya, antara lain Kabupaten Samosir. Sebagai pusat agropolitan,
Kecamatan Harian yang berada di daratan Pulau Sumatera merupakan kawasan
andalan pertaniannya. Kegiatan untuk mendukung program ini berupa :

a. Penyusunan Rencana Teknis berupa : Penyusunan rencana rinci kawasan
strategis agropolitan, Penyusunan DED, Penyusunan Business Plan

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pengembangan Kawasan
Agropolitan berupa : Peningkatan Jalan Poros Kasasan Agropolitan, dan
Penyediaan Air Bersih untuk Pertanian di Kawasan Agropolitan

c. Pelaksanaan pembangunan dan

d. Pengawasan

b. Kawasan Strategis Sosial Budaya
Kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis
sosial budaya di wilayah Kabupaten Samosir, antara lain :
- Kawasan Pusat Cagar Budaya Pusuk Buhit
Kabupaten Samosir dalam konteks sosial budaya merupakan salah satu
pintu gerbang menuju daerah asal muasal suku bangsa batak, yaitu di Kawasan
Pusuk Buhit, Kecamatan Sianjur Mula-mula. Sehingga dapat dikatakan bahwa
Kabupaten ini merupakan Pusat Orientasi Budaya Batak. Hal ini berimplikasi pada
terjadinya pola kunjungan periodik orang-orang batak yang merantau ke tempat
keluarga pada musim-musim tertentu atau secara insidental ketika ada peristiwa
didalam keluarga mereka. Fenomena ini sebenarnya merupakan sebuah tradisi
yang bernilai tinggi dan memberikan keuntungan bagi kabupaten ini apabila
dikelola dengan baik. Sehingga potensi menjadi pusat kebudayaan batak dapat
tercermin secara langsung ke pada semua pengunjung, bukan hanya milik orang
batak saja. Kegiatan untuk mendukung program ini berupa :
a. Penyusunan rencana rinci/detail kawasan
b. Penyusunan DED
c. Pelaksanaan pembangunan dan
d. Pengelolaannya
Kawasan Wisata Alam Danau Toba
Kawasan pariwisata diarahkan untuk dikembangkan di kawasan yang memiliki
obyek wisata yang potensial. Pengembangan kawasan wisata utama diarahkan di
Danau Toba dan sekitarnya untuk wisata alam dan budaya. Peruntukan kawasan
wisata unggulan dan pengadaan jalur wisata air. Kawasan Wisata Unggulan
tersebut terdiri dari:
e Kawasan Wisata Tomok-Tuk-tuk ;
e Kawasan Wisata Aek Rangat ;
¢ Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih dan Pantai Indah Situngkir;
e Kawasan Wisata Budaya Sianjur Mula-mula;
¢ Kawasan Wisata Alam Air Terjun Efrata;
e Kawasan Wisata Rohani Pusuk Buhit ;
e Kawasan Wisata Lagundi dan Sukkean ;
¢ Kawasan Wisata Danau Sidihoni dan Aek Natonang.
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Sedangkan obyek wisata lain yang dapat dikembangkan adalah ; Tanah
ponggol, pantai pasir putih parbaba, wisata olahraga paralayang di Siulak hosa,
wisata budaya huta Sidabutar dan old batak village di Simanindo, wisata Piso
Somalin di Hatoguan, Menara Tele, Aek Rangat Simbolon, museum budaya di
Gereja Katolik Pangururan, wisata budaya di Sitio-tio, dan obyek-obyek wisata
alam, sejarah, dan budaya lainnya yang dapat dikembangkan. Rencana peruntukan
lahan untuk kawasan wisata ini dapat ditetapkan dengan melakukan kajian
terhadap permintaan pasar wisatawan dan kebutuhan fasilitas-fasilitas wisata,
serta atraksi wisata yang diminati.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya

Kawasan ini diarahkan untuk dikembangkan untuk dapat diberdayakan
sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi, kesejahteraan bagi masyarakat
salah satunya melalui aktifitas kepariwisataan. Lokasi Kawasan strategis dari sudut
kepentingan geologi, sosial dan budaya tersebut terdiri dari :

a. Kawasan Cagar Budaya Pusuk Buhit yaitu di Kawasan Pusuk Buhit, Kecamatan
Sianjur Mula-mula dengan etalase Geo Park

b. Lokasi yang ditunjuk sebagai Geosite yang merupakan bagian dari Kawasan
GeoArea Taman Bumi (Geopark) di Kabupaten Samosir, diantaranya :
1. Taman Bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk pada

Kecamatan Simanindo;

2. Taman Bumi Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
Taman Bumi di Perkampungan Si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
4. Sesar Tebing Kaldera Danau Toba yang mencakup kawasan Panatapan Tele di
Kecamatan Harian;
5. Tufa Toba yang mencakup sepanjang kelokan Tele di Kecamatan Harian;
Kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian;
7. Taman Bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan

Pekampungan Sigulatti di Kecamatan Sianjur Mula -mula;

8. Taman Bumi Holly Mountain di Kecamatan Sianjur Mula-mula;

9. Lembah Sagala di Kecamatan Sianjur Mula -mula;

10. Geo Arkeologi Tomok dan Tuktuk di Kecamatan Simanindo;

11. Panorama bentang alam Danau Aek Natonang yang merupakan danau tektonik
dengan elevasi tertinggi di Pulau Samosir (danau di atas danau)

12. Singkapan Batu Sabak dari Formasi Pangururan, tersingkap pada tebing jalan
antara Simpang Harian dan Simpang Limbong;

13. Taman Bumi Kawasan Aek Rangat di Kecamatan Pangururan;

14. Endapan danau yang telah mengalami ubahan-hidrotermal yang terdapat di
sekitar kawasan Simbolon-Palipi;

c. Seluruh kawasan Wisata Alam Danau Toba.

w

o

d. Kawasan Strategis Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dari segi letak geografi Kabupaten Samosir yang berada pada Kawasan
Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, sehingga kegiatan Konservasi untuk
mendukung kelestarian Lingkungan Wilayah DTA Danau Toba sangat dibutuhkan dan
menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di dalamnya mulai dari
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah. Salah Satu upaya yang telah dilakukan adalah
dengan menetapkan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,
meliputi :
e Kebun Raya Samosir yang terletak di Palilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo;
e Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas 105 Ha di Desa Tanjungan Kecamatan

Simanindo.

Upaya untuk meng-konservasi wilayah DTA Danau Toba ini oleh Kabupaten

Samosir dikarenakan bahwa Kabupaten Samosir memiliki gambaran daerah seperti :
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a. Beberapa permasalahan yang mengancam akan kelestarian fungsi Danau Toba itu
sendiri seperti Morfologi yang berbukit-bukit rawan terhadap bencana longsor.
Kondisi sebagai cekungan hasil gempa juga memiliki potensi untuk selalu
mengalami gempa;

b. Banyaknya sungai permanen maupun sungai yang hanya diairi pada saat hujan
menunjukkan rendahnya kemampuan tanah di Samosir untuk menyerap air;

c. Hutan yang telah terbuka di bagian hulu memiliki potensi untuk mendatangkan
banjir;

d. Terbatasnya lahan yang datar menjadi kendala Kabupaten Samosir untuk
mengembangkan dirinya sebagai pusat agropolitan;

e. Deforestrasi di berbagai lokasi di dalam Pulau Samosir telah mengakibatkan tidak
sehatnya siklus hidrologi

. Kawasan Strategis Lainnya

Letak geografi Kabupaten Samosir dengan Danau Toba yang mengelilingi
Pulau Samosir, maka keberadaan Simanindo, Tomok, Onan Runggu dan Nainggolan
akan menjadi pintu masuk atau akses ke luar Kabupaten Samosir. Untuk itu
pengembangan kawasan perkotaan sebagai akses keluar masuk Pulau Samosir adalah
sangat strategis peranannya sebagai pelayanan transportasi penyeberangan Danau
Toba.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas dua fokus yakni fokus kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.
Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan
terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir merupakan gambaran aktivitas
perekonomian masyarakat Kabupaten Samosir. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Samosir tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 5.35
persen, 5.58 persen dan 5.70 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Samosir cenderung mengalami perlambatan hingga -0,59 persen.
Namun demikian, capaian perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada
tahun 2020 ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi nasional yang pertumbuhannya masing-
masing sebesar -1,07% (minus satu koma nol tujuh persen) untuk Sumatera Utara dan
-2,07% (minus dua koma nol tujuh persen) untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada tahun 2021 Ilaju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir mengalami
pertumbuhan 2,65 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara
tetapi masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Samosir berdasarkan sektor dan sub sektor selama periode tahun
2017-2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021(Persen)

Tahun
Lapangan Usaha

2017 2018 2019 2020 2021

—
—
—

[2] [3] [4] (5] (6] [7]

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.34 5.36 4.70 -0,28 2,51

Pertambangan dan Penggalian 7.61 6.48 5.81 2,43 3,01

Industri Pengolahan 2.70 2.57 3.42 1,09 1,67

Pengadaan Listrik dan Gas 3.40 2.35 3.39 5,61 4,80

m(olO|m| >

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 5.78 3.60 4.31 3,11 2,04
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N L h Tahun

© apangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Limbah dan Daur Ulang

F | Konstruksi 7.52 8.18 8.07 -3,35 4,83

G | Perdagangan Besar dan Eceran; 4.99 5.04 6.09 -0,42 5,21
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H | Transportasi dan Pergudangan 7.84 6.91 9.87 -3,81 2,02

I Penyediaan Akomodasi dan 7.92 7.43 9.83 -2,86 0,03
Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 7.65 7.30 9.01 8,55 7,76

K | Jasa Keuangan dan Asuransi 4.84 4.70 4.96 3,80 5,84

L | Real Estate 5.58 2.97 4.24 4,97 0,40

M | Jasa Perusahaan 5.57 3.89 4.38 2,75 2,94

N | AdministrasiPemerintahan, 1.80 3.99 4.38 -0,30 -0,46
Pertahanan dan JaminanSosial Wajib

O | JasaPendidikan 5.96 5.97 5.56 4,57 4,65

P | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.67 6.58 6.05 -0,13 -1,16

Q | Jasalainnya 6.58 7.07 7.84 -0,27 2,85

R | Kabupaten Samosir 5.35 5.58 5.70 -0,59 2,65

S | Provinsi Sumatera Utara 5.12 5.16 5.15 -1,07 2,61

T | Nasional 5.07 5.17 5.02 -2,07 3,65

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah

kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi
yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier
effect bagi peningkatan daya saing daerah. Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap
pembentukan PDRB menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah. Tingginya
peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut
merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda
perekonomian semakin berkembang. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan
peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan.
Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut
dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Adapun persentase Peranan PDRB Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha setiap sektor dalam pembentuk PDRB Kabupaten
Samosir dapat disajikan pada Tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2.14
Peranan PDRB harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021 (persen)

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

No Lapangan Usaha Tahun

2017 | 2018 2019 | 2020 2021 *x*

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 51,17 51,02 | 50,53| 50,87 51,00

2 Pertambangan dan Penggalian 0,64 0,63 0,63 0,64 0,65

3 Industri Pengolahan 0,54 0,52 0,51 0,52 0,51

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Limbah dan Daur Ulang

6 Konstruksi 10,55 11,15| 11,43| 11,12 11,56

7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 10,85 10,81 10,88( 10,84 11,03
Mobil dan Sepeda Motor

8 Transportasi dan Pergudangan 3,51 3,48 3,57 3,43 3,42

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,24 5,23 5,34 5,09 4,88

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -1




/ .A’.\_“ ‘
(¢ :.'

WA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR =

No Lapangan Usaha Tahun

2017 | 2018 2019 | 2020 2021 *x*
10 | Informasi dan Komunikasi 0,75 0,75 0,76 0,82 0,86
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 0,91 0,91 0,89 0,90 0,95
12 | Real Estat 2,14 2,13 2,19 2,28 2,25
13 | Jasa Perusahaan 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 11,94 11,60 | 11,47 | 11,62 11,04

dan Jaminan Sosial Wajib

15 | Jasa Pendidikan 0,90 0,90 0,91 0,95 0,96
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,57 0,58 0,60 0,61 0,58
17 | Jasa Lainnya 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2021
berdasarkan rata-rata kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Samosir. Kontribusi
masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Samosir dari yang memberikan
kontribusi terbesar sampai terkecil dalam pembentukan PDRB tahun 2021 adalah lapangan
usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 51,00 persen, pertambangan dan
penggalian sebesar 0,65 persen, industri pengolahan sebesar 0,51 persen, pengadaan
listrik dan gas sebesar 0,05 persen, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan
daurulang sebesar 0,05 persen, konstruksi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
dari 11,12 persen menjadi 11,56 persen pada tahun 2021,dari sektor perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meningkat menjadi 11,03 pada tahun 2021,
transportasi dan pergudangan sebesar 3,42 persen, penyediaan akomodasi dan makan
minum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 5,09 persen menjadi 4,88 persen
pada tahun 2021, sektor informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan pada tahun 2021sudah mencapai 0,86 persen, jasa keuangan dan asuransi
sebesar 0,95 persen, real esta sebesar 2,25 persen, jasa perusahaan sebesar 0,12 persen,
administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,04 persen, jasa
pendidikan sebesar 0,96 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,58 persen
dan jasa lainnya sebesar 0,08.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh
setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa selama
satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat
kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini belum sepenuhnya dapat
digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh.PDRB Kabupaten
Samosir per Kapita Atas DasarHarga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun
2017-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.15
PDRB Perkapita Kabupaten Samosir Menurut Harga Berlaku dan
Konstan 2010 Tahun 2017-2021

PDRB Perkapita (Rupiah) Pertumbuhan PDRB (%)

Tahun Berlaku Konstan
[1] [2] [3] [4]

2017 29,99 22,20 0,48
2018 32,47 23,30 0,57
2019 35,15 24,56 0,27
2020%* 33,40 22,67 7,83
2021 %% 34,53 22,96 1,22

Sumber: BPS Kabupaten Samosir.
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PDRB per kapita Kabupaten Samosir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun
kecuali tahun 2020 , seiring dengan kenaikan jumlah penduduk PDRB per kapita pada
harga berlaku tumbuh secara berfluktuatif mulai tahun 2017 dari yang awalnya sebesar
29,99 juta rupiah menjadi 34,53 juta rupiah pada tahun 2021. Indikator ini menunjukkan
bahwa secara ekonomi setiap penduduk Samosir rata-rata mampu menciptakan PDRB
atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.
Pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” meningkat selama kurun waktu 2017-2019,
kecuali tahun 2020 mengalami penurunan hingga kembali meningkat di tahun 2021.
Tahun 2017, PDRB per kapita ADHK 2010 sebesar 22,20 juta rupiah dengan laju
pertumbuhan sebesar 4,84 persen Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHK 2010
mencapai 22,96 juta rupiah, tumbuh positif sebesar 1,41 persen dimana tahun
sebelumnya tumbuh minus sebesar -7,81 persen sebagai sinyal tidak terjaganya inflasi
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya pendapatan per kapita secara
ril. Pertumbuhan positif PDRB per kapita tahun 2021 mengindikasikan mulai membaiknya
pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Samosir.

b. Indeks Gini

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari
kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun
non makanan. Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan
merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan
merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan
dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk
dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan
ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan
seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan
ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut
diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit,
berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua
garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang.
Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan
yang cukup serius. Adapun rasio ketimpangan (Gini Rasio) Kabupaten Samosir Tahun
2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.16
Indeks Gini Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021
Tahun

Kelompok Pengeluaran

2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Kabupaten Samosir 0.2870 0.2846 0.3010 0.318 0.274
Prov. Sumatera Utara 0.315 0.318 0.317 0.318 0.315
Sumber: BPS Kabupaten Samosir
Indeks Gini Kabupaten Samosir tahun 2017 sampai dengan tahun 2020

menunjukkan angka peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 0.2870 pada tahun 2020
menjadi 0.318 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.044 sehingga
menjadi 0.274 Walaupun pada tahun 2019 Indeks Gini Kabupaten Samosir mengalami
peningkatan, namun distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun
2017-2019 termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria
rendah. Keadaan tersebut memberikangambaran bahwa hasil pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir sudahdapat bisa dinikmati secara merata
oleh seluruh penduduk (BPS, 2021).
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2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Kondisi Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah
penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara
dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori
2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan.
Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per
bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan
kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan.
Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun ringkasan situasi kemiskinan di
Kabupaten Samosir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin (P0O), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No Inikator Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1 Garis kemiskinan 287.857 | 299.640 | 315.825| 341.843 | 370.082
Rp/Kab/Bulan

2 | Jumlah Penduduk Miskin 18.430 16.810 15.790 15.800 16.080

3 Persentase Penduduk 14.72 13.38 12.52 12,48 12,68
Miskin (Persen)

4 Indeks Kedalaman 2.44 1.70 1.63 1,84 2,20
Kemiskinan (P1)

5 Indeks Keparahan 0.61 0.35 0.34 0,46 0,60

Kemiskinan (P2)
Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir
mengalami peningkatan menjadi 12,68 persen dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak
16.080 jiwa pada tahun 2021. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi
oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK)
Kabupaten Samosir sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami
peningkatan. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2017-2021, garis
kemiskinan Kabupaten Samosir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan
juga sekaligus harus bias mengurangitingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran
masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran
penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan
kecenderungan yang meningkat. Ini mengindikasikan belum adanya perbaikan kondisi
kesejahteraan pada penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari
2,44 pada tahun 2017 menjadi 2,20 pada tahun 2021 atau menurun sebesar 0,24 poin,
artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk
miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) meningkat dari 0,61 pada tahun 2017 menjadi 0,60 pada tahun 202latau meningkat
sebesar 0,04 poin.
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b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai
tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan
pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Pembangunan manusia adalah proses
memperluas pilihan-pilihan penduduk. Tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu,
panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi
standar hidup yang layak. Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia disuatu
daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik
(kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli),
serta aspek moralitas (iman dan ketagqwaan). Dengan demikian, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dapat dijelaskan dari berbagai indikator, di antaranya, angka melek huruf,
lama sekolah, dan konsumsi perkapita.

Angka melek huruf di Kabupaten Samosir selama tahun 2015-2021 menunjukkan
peningkatan. Peningkatan angka melek huruf tersebut menggambarkan menurunnya
jumlah penduduk yang buta aksara. Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara
selama periode tahun 2015 - 2021 diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah.
Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah adalah 8.84 tahun menjadi 9.44 tahun pada
tahun 2021.

Meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir
tentu juga didukung konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan
dari tahun 2015 ke tahun 2021. Konsumsi per kapita pada tahun 2015 sebesar 7.698
menjadi 8.504 pada tahun 2021. Berbagai indikator tersebut di atas dapat dipergunakan
untuk  menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2015 - 2021 dapat dilihat
pada Tabel berikut:

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir
Tahun 2015 - 2021 (Persen)

Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Indeks Pembangunan 68.43 68.82 69.43 69.99 70.21 70,63 70,83
Manusia

Sumber : BPS Kabupaten Samosir.

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2015-2021
mengalami peningkatan 2.4 poin.Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Samosir mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di
samping itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan
semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu
meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan
bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi
(daya beli) per kapita masyarakat Kabupaten Samosir. Berdasarkan profil pembangunan
Kabupaten Samosir sebagaimana yang disajikan di atas, maka diketahui Kabupaten
Samosir sesungguhnya terus tumbuh akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan
berbagai keberhasilan yang diprioritaskan di berbagai bidang pembangunan daerah.
Namun demikian, dibalik keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentunya masih ada masalah
dan tantangan pokok yang harus dapat diatasi secara bersama-sama dengan seluruh
stakeholder pembangunan kota.
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- Umur Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan
kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama
harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai
merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan
kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup
sehat” suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan diarahkan kepada
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia
serta mutu kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif,
sejahtera lahir dan batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan
regional dan global. Secara khusus, tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tumbuhnya
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatnya sistem surveilans,
monitoring dan informasi tentang kesehatan

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai
usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah
satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka harapan
hidup masyarakat Kabupaten Samosir setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang
berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Samosir
tidak mengalami perbaikan. Pada tahun 2015 angka harapan hidup mencapai 70,26 tahun
dan pada tahun 2021 juga angka harapan hidup mencapai 71,41 tahun. Angka ini berarti
bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2015 memiliki harapan untuk hidup hingga usia
mencapai 71,41 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Samosir ini
sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan
kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatnya perilaku hidup sehat oleh
masyarakat luas, kondisi kesehatan Ilingkungan vyang semakin membaik serta
meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir.

Tabel 2.19
Umur Harapan Hidup Kabupaten Samosir Tahun 2015-2021

2015 2016 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] (6] [7] [8]

Kabupaten Samosir 70.26  70.47 70.68  70.87 71,16 71,27 71,41

Sumatera Utara 68.29 = 68.33 68.37 68.61 68.95 69.10 69,23

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

- Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) vyang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang.Sementara rata-ratalama sekolahadalah angka yang menunjukkan lamanya
bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir
yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus
tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah
dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah
dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah
diduduki seseorang.
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Tabel 2.20

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama
Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No Uraian Tahun
2017 2018 | 2019* | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [5] [6]
1 Angka Harapan Lama Sekolah 13.43 13.44 13.46 13.47 | 13,48
Rata-rata lama Sekolah 8.95 9.14 9.15 9.43 9,44
2 Sumatera Utara 13.10 13.14 13.15 13.23 | 13,27
Rata-rata lama Sekolah 9.25 9.34 9.45 9.54 9,58

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Angka Harapan Lama sekolah di Kabupaten Samosir sejak tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 mencapai
13.43 tahun menjadi 13.48 tahun pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan (0.05
tahun). Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang
pendidikan formal pada Tahun 2017 di Kabupaten Samosir memiliki peluang untuk
bersekolah selama 13.41 tahun atau setara dengan Diploma II.Sementara untuk tahun
2021 rata-rata Lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Samosir
mencapai 13.47 tahun. Kondisi ini berarti menunjukkan bahwa rata-rata penduduk
Kabupaten Samosir telah mampu menempuh pendidikan sampai dengan diploma II.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi, dalam menyelenggarakan kegiatan
pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, sistematis, oleh para pendidik profesional
dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum untuk jangka waktu tertentu. Oleh
karena itu pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan
sumberdaya manusia dalam pembangunan. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang
besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila berkualitas dan dibina dengan
baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Mutu
angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat pendidikan dan latihan. Selanjutnya
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pendidikan dapat diketahui
berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK)).Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat
partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar
(APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat
pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah
siswa pada tingkat pendidikan SD/SMA/SMA dan Perguruan Tinggi dibagi dengan jumlah
penduduk berusia 7 tahun hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi
kasar merupakan indikator yangpaling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk
usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
SD 109.50 112.89 117.62 115.93 116,54
SMTP 90.74 99.62 99.69 101.46 99,47
SMTA 93.64 88.56 93.14 94.74 96,16
PT 26.00 4.76 15.05 16.43 17,32

Sumber: BPS Kabupaten Samosir
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Dari Tabel 2.21 di atas menunjukkan nilai APK pada tahun 2017 sampai 2021
cenderung mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk SD pada tahun
2017 sebesar 109,50 persen menjadi 116,54 persen pada tahun 2021 dan mengalami
peningkatan sebesar 7,04 persen. Untuk SMTP pada tahun 2017 sebesar 90,74 persen
menjadi 99,47 persen pada tahun 2021. Untuk SMTA pada tahun 2017 sebesar 93,64
persen menjadi 96,16 persen pada tahun 2021. Untuk perguruan tinggi pada tahun 2017
sebesar 26,00 persen menjadi 17,32 persen pada tahun 2021.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi
murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang
lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang
pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [3] [4] [5] [6] [7]
SD 97.22 99.66 99.57 99.39 99,32
SMTP 79.12 90.80 91.58 90.92 91,51
SMTA 67.05 74.84 81.78 81.86 86,99
PT 20.57 4.76 3.60 0.86 8,84

Sumber: BPS Kabupaten samosir

Sedangkan nilai APM seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren
meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kecuali Sekolah Dasar dan
perguruan tinggi. Untuk SD pada tahun 2017 sebesar 97,22 persen menjadi 99.39 persen
pada tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 99,32 persen. Untuk
SMTP pada tahun 2017 sebesar 79,12 persen menjadi 91,51 persen pada tahun 2021.
Untuk SMTA pada tahun 2017 sebesar 67,05 persen menjadi 86,99 persen pada tahun
2021 dan mengalami peningkatan sebesar 4.17 persen. Untuk perguruan tinggi pada
tahun 2017 sebesar 20,57 persen menjadi 0.84 persen pada tahun 2020 mengalami
penurunan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 8.84 persen.

-  Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Penduduk Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) tahun 2020-2021, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk
Kabupaten Samosir mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 1.094.051,- pada tahun 2020
menjadi Rp. 1.124.111,- pada tahun 2021, dengan peningkatan sebesar 2,75 persen.
Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tahun 2021 tersebut terdiri dari pengeluaran
untuk kelompok makanan sebesar Rp. 682.177,- (60,69 persen) dan pengeluaran untuk
kelompok non makanan sebesar Rp.441.934,- (39,31 persen). Pada pengeluaran
kelompok makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran paling
dominan pada komoditas makanan minuman jadi sebesar 11,67 persen, diikuti dengan
komoditas ikan/udang/cumi/kerang sebesar 9,10 persen, komoditas rokok sebesar 9,09
persen, komoditas padi-padian sebesar 8,80 persen, dan komoditas sayur-sayuran
sebesar 5,33 persen. Sementara itu, pada kelompok non makanan, penduduk Kabupaten
Samosir melakukan pengeluaran paling dominan pada komoditas perumahan dan fasilitas
rumah tangga sebesar 17,39 persen, diikuti komoditas aneka komoditas dan jasa sebesar
10,96 persen, dan komoditas tahan lama 4,23 persen.
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c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya. Adapun indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten
Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.23
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021
Uraian Tahun
2017 | 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Adapun indeks Kepuasan NA 77.78 82 83 84.75

Masyarakat

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir
dari tahun 2018 sampai pada tahun 2021mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018
sebesar 77.78 persen menjadi 84.74 persen pada tahun 2020, sedangkan tahun 2017
data IKM tidak tersedia. Pengukuran kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan
untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya
mencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Samosir telah
melakukan beberapa hal, yakni:

1. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk
mempermudah proses pelayanan masyarakat seperti: komputer, alat tulis, koneksi
internet (untuk layanan yang terdata secara online), sarana/layanan fotocopy.

2. Meningkatkan ketepatan jam layanan dan mensosialisasikan pada masyarakat melalui
publikasi media (website OPD, surat kabar, radio lokal, dan poster di pintu masuk).

3. Meningkatkan kinerja/pemanfaatan sistem teknologi untuk mempercepat proses
pelayanan di website masing-masing OPD

4. Opini BPK

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Untuk itu Kabupaten Samosir telah
memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020
dan Tahun 2021 adalahopini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sesuai
dengan target yang ditetapkan vyaitu Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), sehingga
Pemerintah Kabupaten Samosir menjadi tahun keempat memperoleh nilaiwTP, sedangkan
pada tahun 2017opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah masih memperoleh
Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP).

Tabel 2.24
Opini BPK Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021
. Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [3] [4] [5] [6] [7]
Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP

Sumber : BPKPD Kab. Samosir

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023  1I-29



7N

R
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ===

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mempertahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian didukung oleh: 1. Penyesuain regulasi pengelolaan keuangan daerah
dan kebijakan akuntansi; 2. Berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan,
penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah; dan 3. Peningkatan peran Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian internal
pemerintah daerah. Tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan dan peringatan
dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan maupun tindak
pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam
akuntabilitas keuangan antara lain: belum optimalnya koordinasi masing-masing
stakeholder yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga tidak sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan; Proses pelaporan aset dan penyusutan memerlukan
waktu yang lama.

e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan
keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan
kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH,
maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan pendudukPPH biasanya
digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di
suatu wilayah Adapun Pola Komsumsi Pangan Kabupaten Samosir disajikan pada Tabel
berikut:

Tabel 2.25
Pola Konsumsi Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Skor PPH 75,47 78,49 79,17 83,90 86,20

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Data diatas menunjukkan Pola Pangan Harapan Kabupaten Samosir Tahun 2017
sampai tahun 2021 menunjukkan peningkatan menuju keseimbangan dan
keanekaragaman pangan yakni 75.47 pada tahun 2017 dan 86.20 pada thun 2021. Secara
umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan
hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah
serta selain 8 kelompok tersebut dimasukkan ke lain-lain.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar vyaitu di bidang
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahandan kawasan
pemukiman, sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan
pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha
kecil danmenengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan
perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata, pertanian,
perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu administrasi
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pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta penelitian dan
pengembangan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun
tidak terkait pelayanan dasar.

a. Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan
pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya
manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan
prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di
masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan
peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahateraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan
mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mengggunakanindikator-
indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan,
sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat
dilaksanakan secara terukur dan terarah. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang
pendidikan diantaranya pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penduduk yang berusia >15
tahun melek huruf (tidak buta aksara), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A,
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka
Kelulusan (AL) SMP/MTs, Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Guru
yang memenuhi kualifikasi S1/D-1V, persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah
diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan
lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini, Persentase satuan
pendidikan anak usia dini terakreditasi, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, tingkat partisipasi warga negara usial3-15
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, Persentase pendidik pada
jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dan
sertifikat pendidik, persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik, dan
persentase SD dan SMP Terakreditasi. Adapun realisasi capaian indikator kinerja
pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel
berikut:

Tabel 2.26
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021

NO TAHUN

TG e Satian o017 1 2018 | 2019 | 2020 | 2021

[1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9]

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen | 40,87 | 48,16 | 71,34 71,34 63,44

2 Penduduk vyang berusia >15 | Persen | 97,74 | 98,92 | 98,56 98,56 99,33
tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
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NO TAHUN

g e Satian 7017 1 2018 | 2019 | 2020 | 2021

[1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9]

3 Angka Partisipasi Murni (APM)| Persen | 98,84 | 98,86 | 99,57 99,39 99,32
SD/MI/Paket A

4 Angka Partisipasi Murni (APM)| Persen | 99.46 | 89,49 | 91,58 90,92 91,51
SMP/MTs/Paket B

5 Angka Partisipasi Murni (APM) | Persen (Pendidikan Menengah Atas menjadi
SMA/SMK/MA/Paket C kewenangan Provinsi)

6 Angka Putus Sekolah (APS) | Persen 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
SD/MI

7 Angka Putus Sekolah (APS) | Persen 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
SMP/MTs

8 Angka  Putus Sekolah (APS) | Persen (Pendidikan Menengah Atas menjadi
SMA/SMK/MA kewenangan Provinsi)

9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 100 100 100 100 100

10 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen | 99,97 100 100 100 100

11 | Angka Kelulusan (AL) | Persen (Pendidikan Menengah Atas menjadi
SMA/SMK/MA kewenangan Provinsi)

12 | Angka Melanjutkan (AM) dari| Persen 100 100 100 100 100
SD/MI ke SMP/MTs

13 | Angka Melanjutkan (AM) dari| Persen (Pendidikan Menengah Atas menjadi
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA kewenangan Provinsi)

14 | Guru yang memenuhi kualifikasi| Persen | 85,09 | 85,14 NA 90,62 | 90,94
S1/D-1V

15 | Persentase pendidik PAUD yang| Persen NA NA 32,17 32,17 35,25

memiliki ijazah diploma empat
(D-1V) atau sarjana (S1) bidang
pendidikan anak usia dini,
kependidikan lain atau psikologi
dan sertifikat profesi guru
pendidikan anak usia dini

16 | Persentase satuan pendidikan| Persen NA NA 20,00 20,00 21,23
anak usia dini terakreditasi
17 | Tingkat partisipasi warga negara| Persen NA NA 95,92 95,92 |110,10

usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan

dasar
18 | Tingkat partisipasi warga negara| Persen NA NA 82,95 82,95 97,17
usial3-15 tahun yang

berpartisipasi dalam pendidikan
menengah pertama

19 | Persentase pendidik pada jenjang| Persen NA NA 87,60 87,60 90,44
sekolah dasar yang memiliki
ijazah diploma empat (D- 1V)
atau sarjana (S1) dan sertifikat
pendidik

20 | Persentase pendidik pada jenjang| Persen NA NA 93,47 93,47 62,43
sekolah menengah pertama yang
memiliki ijazah diploma empat
(D-1v) atau sarana (S1) dan
Sertifikat pendidik

21 Persentase SD dan SMP | Persen NA NA 100 100 100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023  1I-32




7N
¢ a5

WA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR =

NO TAHUN

g e Satian 7017 1 2018 | 2019 | 2020 | 2021

[1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9]

Terakreditasi

Sumber: Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak
lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan
pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah
satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke
arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif,
bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap
perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini untuk Kabupaten
Samosir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan
yakni pada tahun 2017 sebesar 40,87 persen sedangkan tahun 2020 telah mencapai
sebesar 71,34 persen waupun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,9
menjadi 63,44 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan
angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta
huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Melek huruf sangat berkaitan erat
dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin
menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat
digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta
huruf. Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak jaman
kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam
sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamirkan bebas buta huruf. Program
pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca
dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan
yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam
kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang
potensial guna mengelola sumberdaya yang ada dilingkungannya. Bagi pendidikan
persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan
persekolahan.

Pada periode 2017 sampai dengan 2021, angka melek huruf penduduk di Kabupaten

Samosir menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti semakin banyak penduduk Kabupaten
Samosir yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2017, Angka Melek Huruf di
Kabupaten Samosir adalah 97,74 persen dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun
berikutnya yakni Tahun 2021 angka melek huruf meningkat menjadi 99,33 persen. Ini
menunjukkan bahwa masih ada 0,67 persen penduduk Kabupaten Samosir yang masih
buta huruf. Untuk itu pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta
huruf di seluruh wilayah, terlebih untuk usia muda. Jangan sampai buta huruf baru di usia
muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.
Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren
meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kecuali Sekolah Dasar dan
perguruan tinggi. Untuk SD pada tahun 2017 sebesar 98,84 persen menjadi 99.32 persen
pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 0.48 persen. Untuk SMTP pada
tahun 2017 sebesar 99,46 persen menjadi 91.51 persen pada tahun 2021 mengalami
penurunan sebesar 7,95 persen. Untuk SMTA pada tahun 2017 sudah menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga tidak termasuk Indikator
Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir.
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Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan
pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka Melanjutkan (AM) dari
SD sederajat ke SMP sederajat tahun 2017 sampai dengan 2021 yakni sebesar100 persen
dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP sederajat ke SMA/SMK/MA yakni sebesar 100
persen. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan secara pendidikan formal untuk
jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) yang diukur dari Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-1V selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung mengalami
peningkatan yakni 85.09 persen pada tahun 2017 menjadi 90,94 pada tahun 2021. Untuk
indiaktor lainnya capaian sampai tahun 2021 adalah persentase pendidik PAUD yang
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini,
kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini telah
mencapai 35,25 persen, persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi
mengalami peningkatan sebesar 1,23 persen sehingga telah mencapai 21,23 persen,
tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar telah mencapai 110,10 persen, tingkat partisipasi warga negara usial3-15 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama telah mencapai 97,17 persen,
persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat(D-
IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik telah mencapai 90,44 persen, persentase
pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat
(D-1V) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik telah mencapai 62,43 persen, dan
persentase SD dan SMP Terakreditasi telah mencapai 100,00 persen.

b. Urusan Wajib Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan
baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin
baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir
telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Samosir, tidak hanya
menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten
Samosir melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai capaian indikator kerja
pada bidang kesehatana diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan Balita
Gizi Buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan
pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, rasio
daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, persentase RS rujukan tingkat
kabupaten/Kota yang terakreditasi, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
kabupaten, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase
ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, persentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir, presentase pelayanan kesehatan balita sesuai
standar, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar:Catatan: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai
SD contoh rubella, polio campak dan seterusnya.

Imunisasi, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar, persentase warga negara usia60 tahun ke atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar, persentase ODG] berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan
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TBC sesuai standar, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, persentase Desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI), presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yang mendapatkan
Perawatan/Pelayanan Kesehatan, persentase penemuan dan penangananpenderita
penyakit DBD dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Adapun realisasi
capaian indikator kinerja kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021
disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.27
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021

NO TAHUN

INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [3] [4] [5] (6] [7] [8]

1 Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani Persen 100 100 100 100 100

2 Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang Persen | 70,34 | 70,26 NA 62,29 64,7
memiliki kompetensi kebidanan

3 Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization Persen 94 93,28 100 84,30 | 84,32
(ucn

4 Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan Persen 100 100 100 100 100

5 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit Persen | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 100
TBC BTA

6 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit Persen 100 100 100 100 100
DBD

7 Cakupan pelayanan kesehatan

, . o Persen 60 60 60 60 37,78
rujukan pasien masyarakat miskin

8 | Cakupan kunjungan bayi Persen | 99,74 | 100 100 100 100

9 Rasio daya tampung RS terhadap

jumiah penduduk Persen NA 0,08 0,08 0,08 0,08

10 | Persentase RS rujukan tingkat

.. | Persen NA 100 100 100 100
kabupaten/Kota yang terakreditasi

11 | Rasio tenaga kesehatan terhadap

Persen NA 0,39 0,39 0,39 5,65
jumlah penduduk kabupaten

12 | Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan Persen NA 88,92 100 100 100
kesehatan ibu hamil

13 | Persentase ibu bersalin

mendapatkan pelayanan Persen NA 67,16 100 100 68,93
persalinan

14 | Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan Persen NA 98.21 100 100 70,94

kesehatan bayi baru lahir

15 | Presentase pelayanan kesehatan

) i Persen NA 66.92 | 66.92 | 66.92 68,41
balita sesuai standar

16 | Persentase anak usia
pendidikan dasar yang Persen NA 99.15 | 99.15 | 99.15 100
mendapatkan pelayanan
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NO TAHUN

INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [3] [4] [5] (6] [7] [8]

kesehatan sesuai standar:
Catt: Tahapan kesehatan yang
harus diberikan pada anak
sampai usai sd contoh rubella,
polio campak dst. Imunisasi

17 | Persentase orang usia 15-59
tahun mendapatkan skrining Persen NA NA 60.57 | 60.57 | 78,82
kesehatan sesuai standar

18 | Persentase warga negara usia
60 tahun ke atas mendapatkan

. ) Persen NA NA 84,51 | 84,51 100
skrining kesehatan sesuai
standar
19 | Persentase penderita hipertensi
yang mendapatkan pelayanan Persen NA NA 87,75 | 87,75 18,83

kesehatan sesuai standar

20 | Persentase penderita DM yang
mendapatkan pelayanan Persen NA NA 68,33 | 68,33 53,41
kesehatan sesuai standar

21 | Persentase ODG] berat yang
mendapatkan pelayanan Persen NA NA 79,03 [ 79,03 100
kesehatan jiwa sesuai standar

22 | Persentase orang terduga TBC
mendapatkan pelayanan TBC Persen NA NA 100 100 100
sesuai standar

23 | Persentase orang dengan resiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai
standar

Persen NA NA 22,13 | 22,13 58,32

24 | Presentase Balita Gizi Buruk/
Stunting yg mendapatkan Persen NA NA 100 100 100
Perawatan/ Pelayanan Kesehatan

25 | Persentase penemuan dan
penangananpenderita penyakit Persen NA NA 100 100 100
DBD

26 | Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup Persen NA NA 102,30 160 166

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari Tabel diatas untuk indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
telah mencakup keseluruhan yakni sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 yakni sebesar
100 persen, sedangkan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021. Pada tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 70,34 dan mengalami penurunan sampai
tahun 2021 menjadi 64,70 persen. Untuk indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) pada tahun 2017 sebesar 94 persen dan pada tahun 2021
sebesar 84,32 persen. indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) mengalami peningkatan sebesar 0.02 persen pada tahun sebelumnya. Cakupan
Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100 persen
sedangkan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami
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peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebesar 100 persen.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan
pada tahun 2021 sebesar 23,22 persen dari tahun sebelumnya.

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2021 sebesar 100 persen. Untuk indikator
lainnya capaian sampai 2021 adalah rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk
telah mencapai 0,08 persen, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang
terakreditasi telah mencapai 100 persen, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah
penduduk kabupaten telah mencapai 5,65 persen pada tahun 2021, persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 persen, ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan telah mencapai 68,93 persen, persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah mencapai 70,94 persen,
presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar telah mencapai 68,41 persen,
persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar telah mencapai 100 persen: Catatan: Tahapan kesehatan yang harus diberikan
pada anak sampai usai SD contoh rubella, polio campak dan seterusnya. Imunisasi,
persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar telah
mencapai 78,82 persen, persentase warga negara usiab0 tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar telah mencapailO0 persen, persentase penderita
hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 18,83
persen, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
telah mencapai 53,41 persen, persentase ODG] berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar telah mencapai 100 persen, persentase orang terduga TBC
mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar telah mencapai 100 persen, persentase orang
dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar telah
mencapai 58,32 persen, presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan
Perawatan/Pelayanan Kesehatan telah mencapai 100 persen. Persentase penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD telah mencapai 100 persen, dan angka kematian ibu
per 100.000 kelahiran hidup telah mencapai 166 jiwa.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan prasarana dan sarana merupakan bagian integral dari pembangunan
daerah dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyediaannya juga
merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor
produksi. Prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diprioritaskan adalah infrastruktur
jalan/jembatan, transportasi, taman-taman (ruang terbuka hijau), pendidikan, kesehatan
dan perumahan permukiman. Implementasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan
daerah ini relatif berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai kualitas
infrastruktur kota, walaupun demikian belum sepenuhnya diwujudkan secara optimal.
Adapun prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan atas Kelas Jalan dan
Penanggung Jawab Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.28
Prasarana Jalan Kabupaten Samosir
Berdasarkan atas Kelas Jalan dan Penanggung JawabTahun 2017-2021

Tahun _ Satus Jalan

Negara Provinsi Kabupaten Total

[1] [2] [3] [4] [5]
2017 188 - 771,21 959,21
2018 188 74.45 696,76 959,21
2019 188 74.45 696,76 959,21
2020 188 74.45 696,76 959,21

2021 NA NA NA NA

Sumber: BPS Kabupaten Samosir (Samosir Dalam Angka Tahun 2022)
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Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa panjang jaringan jalan di Kabupaten
Samosir sampai pada tahun 2020 adalah 959,21 (sembilan ratus lima puluh sembilan
koma dua puluh satu), yang terdiri dari jalan negara sepanjang 188 km (seratus delapan
pulh delapan kilometer), jalan provinsi sepanjang 74,45 km (tujuh puluh empat koma
empat puluh lima kilometer) dan jalan kabupaten sepanjang 696,76 km (enam ratus
sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam) kilometer. Adapun Prasarana Jalan
Kabupaten Samosir Berdasarkan Atas Kondisi Tahun 2017-2021 disajikan padaTabel
berikut:

Tabel 2.29
Prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan, Kondisi dan Jenis Permukaan
Tahun 2021
Status Jalan
No Keadaan Jalan —
Negara Provinsi | Kabupaten Jumliah
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
I Jenis Permukaan
1| Hotmix 188 74.45 165,098 353,098
2| Aspal 118,426 118,426
3| Perkerasan Beton 132,891 132,891
4 | Krikil 267 267,1
5| Tanah 87,7 87,7
II Keadaan Jalan
1| Baik 188 74.45 266,17 266,17
2| Sedang 164,086 164,086
3| Rusak 94,844 94,844
4 [ Rusak Berat 246,115 246,115

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir

Ketersediaan prasarana jalan menurut kelasnya menunjukkan perlunya pengaturan
penggunaan jalan agar lalu lintas dapat diperlancar dengan memperhatikan jenis angkutan
dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terbesar dan dimensi kendaraan
bermotor. Banyaknya kategori jalan kelas III menunjukkan bahwa secara umum jalan-
jalan di Kabupaten Samosir hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar
tidak melebihi 1.200 mm (seribu dua ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi
9.000 mm (sembilan ribu milimeter) ukuran paling tinggi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus
milimeter) dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pembangunan infrastruktur di bidang jalan jembatan merupakan hal yang mutlak
harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jarigan infrastruktur yang baik, dapat
mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke
daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda
perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten
Samosir, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat
dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya
adalah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 cenderung mengalami
penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni 56,60 persen menjadi 55,79 persen. Luas
irigasi dalam kondisi baik cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari
90,34 persen pada tahun 2021 menjadi 83,06 persen, kawasan kumuh 1,08 persen,
persentase jumlah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM
jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di
seluruh kabupaten sebesar 52,39 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun
2016-2021 disajikan pada Tabel berikut:
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Tabel 2.30
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No TAHUN
INDIKATOR Satuan 50517 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[2]

1 Panjang jalan kabupaten | Persen 53,66 52,37 | 54,06 | 56,60 | 55,79
dalam kondisi baik

2 Luas irigasi Kabupaten dalam | Persen 91,24 93,43 NA 90,34 | 83,06

kondisi baik
3 Kawasan Kumuh Persen 0 0 0 1,08 1,08
4 Presentase panjang jalan Persen NA NA 0.56 NA 0

kabupaten yang di
rehabilitasi/direkonstruksi

5 Rasio luas kawasan Persen NA NA 13,21 | 13,21 NA
permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh
infrastruktur pengendalian
banjir di WS Kewenangan
Kabupaten

6 Rasio luas kawasan Persen NA NA 51,41 (51,41 NA
permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, erosi,
dana kresi yang terlindungi
oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS Kewenangan
Kabupaten

7 Persentase jumlah rumah Persen 44,49 52,21 (53,19 55,65 | 52,39
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
Jaringan perpipaan
terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh kabupaten

8 Persentase jumlah rumah Persen NA NA NA NA NA
yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah

domestik

9 Ruang terbuka hijau per Persen 69/ 2 NA NA NA
satuan luas wilayah ber 21,84
HPL/HGB

Sumber: DISPUPR &DISPERA KPP Kabupaten Samosir, 2021
d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan
kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan
penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak
menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Berbagai capaian
indikator kerja pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya
rumah tangga pengguna air bersih untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
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cenderung mengalami peningkatan, yakni tahun 2017 rumah tangga pengguna air bersih
sebesar 44,49, pada tahun 2018 sebesar 52,21 persen, pada tahun 2019 sebesar 53,19
persen, pada tahun 2020 sebesar 55,68 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 3,29
persen menjadi 52,39 persen. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Kawasan
kumuh vyakni O persen, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami
peningkatan menjadi 1,08 persen. Sementara itu, Rumah layak huni pada tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan yakni pada tahun 2017
sebanyak 79,64 persen menjadi 91,90 pada tahun 2021. Rumah Tangga Bersanitasi
cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 44,49 persen menjadi
55,68 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 52, 39
persen. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yakni O unit menjadi 4 unit
pada tahun 2021. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak
relokasi program pemerintah kabupaten yakni O persen, persentase kawasan permukiman
kumuhdibawah 10 ha di pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah O persen,
pada tahun 2020 menjadi 1,44 persen dan pada tahun 2021 menjadi O persen.
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) telah mencapai 22,66 pada
tahun 2019 persen, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 12,47 persen, pada
tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 16,32 persen,presentase perumahan yang
sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yakni O persen.Adapun
realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pperumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.31
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO TAHUN
INDIKATOR Satuan
2017 2018 | 2019 | 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8]
1| Rumah tangga pengguna air| o ... | 4449 | 52,21 53,19 55,68 | 52,39
bersih
2 | Kawasan kumuh Persen 0 0 o | 1,08 | 1,08
3 Rumah layak huni Persen 79,64 | 81,70 | 89,36 | 89,55 | 91,90
Rumah Tangga Per Sanitasi Persen 44,49 52,21 | 53,91 | 55,68 | 52,39
5 Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban unit 0 0 0 0 4
bencana kabupaten
6 Fasilitasi penyediaan rumah
layak huni bagi masyarakat Persen 0 0 0 0 0
terdampak relokasi program
pemerintah kabupaten
7 Persentase kawasan
permuk|man. kumuh dibawah Persen 0 0 0 1,44 0
10 ha di kabupaten yang
ditangani
8 Berkurangnya jumlah unit 124
RTLH (Rumah Tidak Layak| Persen 2,32 5,85 | 22,66 '7 16,52
Huni)
9 Presentase perumahan vyang
sudah dilengkapi .I_DSU Persen 0 0 0 0 0
(Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum)

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
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e. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi
keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik
yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di
daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya
melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM,
dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu
dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat
yang tertib dan aman. Berbagai capaian indikator kerja pada Pembinaan politik daerah
pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah
Kabupaten Samosir tahun 2017 untuk pembinaan politik sebanyak 3 kegiatan dan terus
mengalami penurunan menjadi 2 kegiatan pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019,
tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan kegiatan pembinaan terhada LSM, Ormas dan
OKP pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020dan tahun 2021masing-
masing 1 kegiatan. Serta capaian indikator lainnya adalah persentase gangguan trantibum
yang dapat diselesaikan telah mencapai 100 persen, persentase perda dan perkada yang
ditegakkan telah mencapai 90 persen, jumlah warga negara yang memperoleh layanan
informasi rawan bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum terlayani disebabkan tidak adanya
kegiatan yang mendukung karena dukungan anggaran belum tersedia, persentase
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai 100persen, waktu
tanggap (response time) penanganan kebakaran telah mencapai 20,52persen, dan
persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS telah mencapai 2,85persen. Adapun
realisasi capaian indikator kinerja Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada
Tabel berikut:

Tabel 2.32
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No TAHUN
INDIKATOR Satuan 5017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Kegiatan embinaan .
poI-Cthik daerah P Kegiatan 2 2 2 2 2
2 Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas Kegiatan 1 1 1 1 1
dan OKP
3 Persentase gangguan
trantibum yang dapat Persen NA NA 88,38 100 100
diselesaikan
4 | Persentase  perda dan Persen NA NA 100 | 100 90
perkada yang ditegakkan
5 Jumlah warga negara
yang memperoleh
. . Persen NA NA 100 100 0
layanan informasi rawan
bencana
6 Jumlah warga negara
yang memperoleh Persen NA NA |82.531 |82.531 0

layanan pencegahan dan
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No TAHUN

INDIKATOR Satuan o517 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021

[1] [2] (3] [4] [5] (6] [7] [8]

kesiapsiagaan terhadap
bencana

7 Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan penyelamatan Persen NA NA ([82.531 [82.531 0
dan evakuasi  korban
bencana

8 Persentase pelayanan
penyelamatan dan Persen NA NA 35 35 100
evakuasi korban bencana

9 Waktu tanggap
(response time) Menit NA NA 15 15 20,5
penanganan kebakaran

10 | Persentase Personil
Satpol PP  berkualitas Persen NA NA 2,85 2,85 2,85
PPNS

11 | Kejadian Bencana Kejadian 14 34 14 20 5

Sumber: LPPD Kabupaten Samosir Tahun 2021

f. Urusan Wajib Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang harus
diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Samosir dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS,
diantaranya vyaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan
meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Berbagai capaian
indikator kerja pada bidang Sosial diantaranya sarana sosial adalah sarana sosial seperti
panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi tidak mengalami perobahan sejak tahun
2017 sampai tahun 2021 yakni sebanyak 3 buah, persentase penyandang cacat baik pisik
dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2017 sempai dengan tahun 2021 yakni
tahun 2017 sebanyak 34,31 persen menjadi 32,24 persen pada tahun 2021, PMKS yg
memperoleh bantuan sosial cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sempai
dengan tahun 2021 yakni tahun 2021 sebanyak persen menjadi 20,68 persen dari 61
persen pada tahun 2020 dan capaian indikator lainnya sampai tahun 2021 adalah
persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
sebanyak 42,31 persen, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten
sebanyak 100 persen, rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki
sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, dan gepeng sebanyak 100 persen, persentase penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga
sebanyak 0 persen dan rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan
sosial yang disediakan sebanyak 94,40 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja
Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel
berikut:
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Tabel 2.33
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021
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N

NO.

INDIKATOR

Satuan

TAHUN

2017

2018 2019 | 2020 2021

[1]

[2]

[3]

[4]

[5] (6] [7] [8]

Sarana sosial
asuhan, panti
panti rehabilitasi

seperti panti
jompo dan

buah

Persentase penyandang
cacat baik pisik dan mental
serta lanjut usia yang tidak
potensial yang telah
menerima jaminan sosial

Persen

34,31

34,31 NA 24,99

32,24

PMKS vyg memperoleh
bantuan sosial

Persen

23,28

95,96 NA 61

20,68

Persentase
disabilitas
terlantar,

penyandang
terantar, anak
lanjut usia
terlantar dan gelandangan
pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti (Indikator SPM)

Persen

NA

NA 15,48 | 15,48

42,31

Persentase korban bencana
alam dan  sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah  tanggap darurat
bencana daerah kabupaten

Persen

NA

NA 100 100 100

Rasio rumah
singgah/shelter/ tempat
tinggal sementara yang
dimiliki sesuai standar
dengan Jumlah Penyandang
Disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar, dan gepeng

Persen

NA

NA 100 100 100

Persentase penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
direunifikasi dengan
keluarga

Persen

NA

NA 100 100 0

Rasio pekerja sosial
professional dan/atau TKS
dan/atau relawan sosial
yang di sediakan

Persen

NA

NA 17,38 | 17,38

94,40

Sumber:

Dinas Sosial
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2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah
Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja.
Keterbatasan Ilapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah
semakin  meningkat. Berdasarkan data statistik Kabupaten Samosir, pelayanan
kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh Kabupaten Samosir cenderung
meningkat dari tahun 2017-2021 yakni pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 30
persen, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak ditemukan data. Untuk pencari
kerja yang ditempatkan pada tahun 2017-2018 yakni 56,30 persen. Persentase kegiatan
yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja telah mencapai 100 persen,
persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi telah mencapai 0,95 persen, tingkat
produktivitas tenaga kerja telah mencapai 4.246.82, persentase perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan
terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) telah mencapai 100 persen, persentase Tenaga
kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja
dalam wilayah kabupaten telah mencapai 100 persen, persentase perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
telah mencapai 100 persen, persentase instruktur bersertifikat kompetensi telah mencapai
100 persen dan persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perizinan telah
mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.34
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kera
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO TAHUN
INDIKATOR Satuan 73017 [ 201 2019 2020 2021
8
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 | Pelayanan kepesertaan
jaminan sosial bagi pekerja Persen 30 30 NA NA NA
atau buruh
2 | Pencari kerja yang
. Persen | 56,30 | 56,30 NA NA NA
ditempatkan
3 | Persentase kegiatan yang
dilaksanakan yang mengacu Persen NA NA 100 100 NA
ke rencana tenaga kerja
4 Persentase tenaga kerja Persen NA NA 0,31 0,31 0,95

bersertifikat kompetensi

5 | Tingkat produktivitas tenaga
kerja

6 | Persentase perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, Persen NA NA 100 100 NA
Struktur Skala Upah, dan
terdaftar peserta BPJ]S
Ketenaga kerjaan).

7 | Persentase Tenaga kerja
yang ditempatkan (dalam
dan luar negeri) melalui
mekanisme layanan antar

Persen NA NA 100 100 NA
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NO TAHUN
INDIKATOR Satuan 73017 [ 201 2019 2020 2021
8
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
kerja dalam wilayah
kabupateN
8 | Persentase perselisihan
hubungan industrial Yang
diselesaikan melalu Persen | NA | NA 100 100 NA
Perjanjian Bersama oleh
Mediator Hubungan
Industrial
9 Persentase instruktur
bersertifikat kompetensi Persen NA NA >0 >0 100
10 | Persentase lembaga
pelatihan kerja yang Persen NA NA 100 100 NA
memiliki perizinan

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
diarahkan untuk meningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan
perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam
pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender,
peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan
dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dapat dilhat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya
yaitupartisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15
tahun keatas, partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase ARG (Anggaran Responsif
Gender) pada belanja langsung APBD, persentase anak korban kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per
100.000 penduduk perempuan), persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani
dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja
urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.35
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO. INDIKATOR Satuan TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
! Partisipasi perempuan  di} oo 1| 63,6 | 63,6 | 61,17 | 61,17 | 77,56
lembaga pemerintah
2 Angka melek huruf
perempuan usia 15 th| Persen | 97,40 | 97,40 97,53 | 97,12 98,63
keatas
3 Partisipasi - angkatan kerja | . .. | 9935 | 99,35 | 98,98 | 56,03 | 57,67
perempuan
4 Persentase ARG (Anggaran
Responsif Gender) pada | Persen NA NA 0,30 0,30 0,03
belanja langsung APBD
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TAHUN
NO. INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
5 Persentase anak korban
kekerasan yang ditangani| Persen NA NA 0.02 0.02 0,01
instansi terkait kabupaten
6 Rasio kekerasan terhadap
?;?mpli%%’_ Ot)eormaspue';dTuZZi Persen | NA NA | 14,24 | NA 0,01
perempuan)
7 Persentase korban
kekerasan perempuan yang | Persen NA NA 100 100 100
terlayani

Sumber:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari Tabel di atas tampak bahwa persentase partisipasi perempuan di kelembagaan
pemerintahan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yakni
pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 63,5 persen, menjadi 61,17 persen pada tahun 2019-
2020pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 77,56persen. Angka melek huruf
perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan
2021 yakni pada tahun 2017 sebesar97,40 persen dan kemudian menjadi 98,63 persen
sejak tahun 2021. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami
penurunan, pada tahun 2017sebesar 99,35 persen menjadi 57,67 persen. Capaian
indikator persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD telah
mencapai sebesar 0,30 persen pada tahun 2021, persentase anak korban kekerasan yang
ditangani instansi terkait kabupaten telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
menjadi 0,01 persen. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)yakni 0.01 pada tahun 2021, sedangkan persentase korban
kekerasan perempuan yang terlayani telah mencapai sebesar 100 persen dan partisipasi
angkatan kerja perempuan telah mencapai sebesar 100 persen.

C. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Samosir, selain
berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan,
Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan program dalam rangka pemerataan
distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan
kelembagaanketahanan pangan. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah
Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan
utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Terhadap capaian kinerja ketahanan
pangan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak diantaranya regulasi Ketahanan Pangan, ketersediaan
pangan utama, persentaseketersediaanpangan(Tersedianya cadanganberasdanataujagung
sesuai kebutuhan), tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya
untuk penyimpanan cadangan pangan. Berbagai indikator kerja pada bidang ketahanan
pangan diantaranya regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan
mutu pangan Pemerintah Kabupaten Samosir selama tahun 2017 sampai dengan 2021
telah mengeluarkan peraturan Bupati diantaranya adalah Peraturan Bupati Samosir Nomor
41 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi KabupatenSamosir Tahun
2015-2019, Keputusan Bupati Samosir Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 135
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir,
Keputusan Bupati Samosir Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan
Pangan dan Gizi Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 23
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Tahun 2013 tentang Strategi Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten
Samosir. Untuk ketersediaan bahan pangan utama vyakni Padi cenderung mengalami
peningkatandari tahun 2017 sampai tahun 2021 yakni tahun 2017 sebanyak 39.888 ton
menjadi 30.766 ton pada tahun 2021, jagung cenderung mengalami peningkatan pada
tahun 2017 sampai tahun 2021 yaknipada tahun 2017 sebanyak 19.513 ton menjadi
26.287 ton pada tahun 2021, ubi kayu cenderung mengalami penurunanyakni pada tahun
2017 sampai tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebanyak 8.089 ton menjadi 3.766 ton
pada tahun 2021 dan ubi jalar cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2017
sampai tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebanyak 6.375 ton menjadi 7.099 ton pada
tahun 2021, sedangkan untuk bahan pangan kacang tanah pada tahun 2017 sebanyak
115 ton, pada tahun 2018 sebanyak 84 ton, pada tahun 2019 sebanyak 73 ton, pada
tahun 2020 sebanyak 216 ton dan pada tahun 2021 sebanyak 108 ton. Tersedianya
infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan
pangan belum tersedia.Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Ketahanan
Pangan dihubungkan dengan analisis ketersediaan beras di Sumatera Utaraterhadap
kebutuhan beras Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Satua TAHUN
NO. INDIKATOR
N1 2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Regulasi ketahanan pangan Ada/ Ada Ada ada Ada Ada
Tidak

1. Peraturan Bupati Samosir
Nomor 41 Tahun 2016
tentang Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi
Kab. Samosir Tahun 2015-
2019

2. Keputusan Bupati Samosir
Nomor 92 Tahun 2018
tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Samosir;

3. Keputusan Bupati Samosir
Nomor 135 Tahun 2016
tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Samosir;

4. Keputusan Bupati Samosir
Nomor 77 Tahun 2017
tentang Pembentukan Tim
Kewaspadaan Pangan dan
Gizi Kabupaten Samosir

5. Keputusan Bupati Samosir
Nomor 71 Tahun 2008
tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan

6. Peraturan Bupati Samosir
Nomor 23 Tahun 2013
tentang Strategi
Pencapaian SPM bidang
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TAHUN
NO. INDIKATOR Satua
n 1 2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8]
Ketahanan Pangan di
Kabupaten Samosir
2 Ketersediaan bahan pangan
utama
a. Beras Ton 39.888| 42.066 | 47.619 | 47.973 30.766
b. Jagung 19.513 | 17.414 | 47.848 | 31.056| 26.287
C. Ub! 8.089 3.956 2.671 3.810 3.766
d. Ubi Jalar 6.375| 7.623 | 9.326 8.201 7.099
e. Kacang 115 84 73 216 108
3 Tersedianya infrastruktur 3/ Tidak| NA NA NA Tidak Tidak
pergudangan dan sarana Ada Ada Ada
pendukung lainnya untuk
penyimpanan cadangan
pangan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir

d. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah
Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan,
harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang
sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan,
pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup,
merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam
mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan
urusan lingkungan hidup diantaranya adalah penanganan sampah cenderung meningkat
sejak tahun 2017-2021 yakni sampah yang tertangani sebesar 55 persen pada tahun
2017-2018 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menjadi 58,8. Tempat
pembuangan sampah juga mengalami peningkatan tahun 2017 sampai dengan tahun
2020 yakni 108,724 persen pada tahun 2017 menjadi 243,1001 persen pada tahun 2020.
Penegakan hukum lingkungan belum ada yang terlaksana sejak tahun 2017-2021.
IndeksKualitasLingkunganHidup(IKLH) Kota (Kategori Baik) menjadi 68,49 persen
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 86,52.Terlaksananya pengelolaan sampah
diwilayah Kabupaten38,22 persen mengalami penururan sebesar 15,28 persen menjadi
sebesar 38,22 persen dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
izin lingkungan, izinPPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah telah
mencapai sebesar 92,5 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel
berikut:
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Tabel 2.37
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO. INDIKATOR Satua TAHUN
n 2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Penanganan sampah Persen 55 55 58,8 58,8 58,8
2 Tempat pembuangan Persen | 108,724 | 243,1001 NA 243,1001 NA
sampah (TPS) per
satuan penduduk
3 Penegakan hukum Persen 0 0 0 0 0
lingkungan
4 Indeks Kualitas Persen 86,94 86,936 86,931 86,52 68,49
Lingkungan Hidup
(IKLH) Kabupaten
5 Terlaksananya Persen NA NA 53,5 53,5 38,22
pengelolaan sampah
diwilayah Kabupaten
6 Ketaatan Persen NA NA 100 100 92,5
penanggungjawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
izin lingkungan, izin
PPLH dan PUULH
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
e. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan
informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020
cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat
akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik. Pada tahun 2017, persentase kepemilikan
KTP masyarakat Kabupaten Samosir sebesar 92,35 persen dan pada tahun 2021 menjadi
sebesar 97,38 persen. Sedangkan persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk mengalami peningkatan dari tahun 83, 2 persen pada tahun 2020 menjadi
83,39 persen pada tahun 2021 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sejak tahun 2012
telah  diberlakukan. Untuk indikator Ilainnya sampai tahun 2021 diantaranya
persentasePendudukusia0-18tahunyang mempunyaiAktaKelahiran adalah 94,46 persen,
persentase Penduduk berumurdari 17 tahun keatas yang mempunyai KTP Elektronik
sebesar 94,66 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja wurusan Urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021
disajikan pada Tabel berikut:
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Tabel 2.38
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

TAHUN
NO. INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Kepemilikan KTP Persen 92,35 94 99 99 97,38
2 Kepemilikan akta Persen 80,3 87,4 NA 83,2 83,39
kelahiran per 1000
penduduk
3 Penerapan KTP Nasional Sudah/ | Sudah | Sudah | Sudah Sudah Sudah
berbasis NIK Belum
4 Persentase penduduk Persen NA NA 83,99 100 94,46
usia 0 -18 tahun yang
mempunyai akte
kelahiran
5 Persentase Penduduk Persen NA NA 95,92 98 94,66
berumur dari 17 tahun
ke atas yang
mempunyai KTP
Elektronik
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir
f. Urusan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui
penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di
masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator PKK sejak tahun 2016
sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk Posyandu sejak
tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami fluktuasi dan menurun yakni tahun
2016 sampai tahun 2018 telah mencapai 100 persen, kemudian tahun 2019 turun menjadi
81,06 persen, dan tahun 2020 turun menjadi 80 persen,prevalensi peserta KB aktif sejak
tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan yakni tahun 2016
sebesar 75,05 persen menjadi 67,17 persen pada tahun 2020. Rasio petugas lapangan
KB/PKB (PLKB/PKB) sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami
peningkatan yakni tahun 2016 sebesar 4,46 persen menjadi 22,39 persen pada tahun
2020. Untuk capaian indikator lainnya sampai tahun 2020 diantaranya adalah Angka
Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19 telah
mencapai 5,44 persen, TFR (Angka Kelahiran Total) telah mencapai 2,42 persen,
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
telah mencapai 62,48 persen, dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmetneed) telah mencapai 17,30 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja
urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten
Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:
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Tabel 2.39
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No TAHUN
INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 PKK aktif Persen 100 100 100 100 100
2 Posyandu Persen 100 100 81,06 80 86
1 Prevalensi peserta KB aktif Persen | 65,54 | 70,26 | 70,26 | 67,17 | 68,20
2 | Rasio petugas lapangan KB/PKB| .| 446 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 23,88

(PLKB/PKB)
3 TFR (Angka Kelahiran Total) Persen NA NA 2,68 2,42 2,13
4 Angka Kelahiran Remaja umur

15-19 tahun (Age Specific | Persen NA NA 5,63 5,44 4,5

Fertility Rate/ ASFR15-19
5 Persentase pemakaian

kontrasep5|- Modern  (Modern Persen NA NA 66,37 | 62,48 | 68,20

Contraceptive Prevalence

Rate/mCPR)
6 Persentase kebutuhan ber-KB

yang tidak terpenuhi | Persen NA NA 17,34 | 17,30 | 16,07

(unmetneed)

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

g. Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam
distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan
kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Samosir, harus diiringi dengan
pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan
jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang perhubungan adalah
angkutan darat bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang/barang yang terangkut
angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun serta kelancaran masyarakat menjalankan
aktivitasnya. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 rasio konektivitas kabupaten
yakni sebesar 70,47 persen, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 80,60
persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Perhubungan Pemerintah
Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.40
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO. INDIKATOR Satuan TARUN
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [8]
1 Angkutan darat Persen 0,0004 0,00098 NA 0,00098 NA
2 Rasio konektivitas | Persen NA NA 70,47 70,47 80,60
Kabupaten
3 Kinerja lalu lintas | Range NA NA 0,21-0,44 0,21-0,44 NA
Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Pehubungan

h. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal
yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi
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dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan
melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di
masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel
berikut:
Tabel 2.41
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Satua TAHUN
NO. INDIKATOR
o 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021
[1] [2] 3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Web site milik pemerintah Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
daerah Tidak
2 Pameran/expo kali 6 16 NA 6 N/A
3 Persentase Perangkat Daerah
(PD) yang terhubung dengan
akses internet yang Persen 100 100 100 100 100
disediakan oleh Dinas
Kominfo
4 Persentase Layanan Publik
yang diselenggarakan secara Persen NA NA 100 100 100
online dan terintegrasi
5 Persentase masyarakat yang

menjadi sasaran Penyebaran
informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah kabupaten

Persen NA NA 59,30 | 59,30 78,78

6 Peraturan daerah atau
peraturan kepala daerah Ada/
terkait implementasi e- Tidak NA NA Ada Ada Ada
government

7 Persentase ASN pengelola TIK
yangtersertifikasi kompetensi

) ] Persen NA NA 100 100 NA
di bawah pengelolaan Dinas
Kominfo
8 Tingkat keamanan informasi
- Persen NA NA 100 100 100
pemerintah

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari Tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki situs resmi yang dapat
diakses melalui alamat http://wwwsamosirkab.go.id/ dan juga terdapat sub domain yang
dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Samosir telah
melakukan Pameran/Expo yakni pada tahun 2017 sebanyak 6 kali tetapi pada tahun 2021
tidak ada. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang
disediakan oleh Dinas Kominfo telah mencapai 100 persen, persentase Layanan Publik
yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi telah mencapai 100 persen,
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten telah
mencapai 78,78 persen pada tahun 2021, Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
terkait implementasi e-government telah ada, Persentase ASN pengelola TIK yang,
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tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo telah mencapai 100 persen
dan tingkat keamanan informasi pemerintah telah mencapai 100 persen.

i Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan
langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan.
Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan
menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan
nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga
dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten dan penyerapan tenaga Kkerja.
Persentase koperasi aktif pada tahun 2017 sampai tahun 2021 telah mencapai sebesar
100 persen, untuk usaha Usaha Kecil dan menengh sejak tahun 2016 sampai tahun 2020
cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2017 sebesar 94 persen dan menjadi 88
persen pada tahun 2021, persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas mengalami
penurunan dari tahun 2018 yakni 52,38 persen menjadi 21,87 pada tahun 2021,
meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan dari tahun
2018 sebesar 3,51 persen menjadi 25 persen pada tahun 2021, persentase jumlah usaha
kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebesar
4,30 persen, Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel
berikut:

Tabel 2.42
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO. INDIKATOR Satuan TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Koperasi aktif Persen 100 100 100 100 100
2 Usaha Mikro dan Kecil Persen 94 88 88 88 NA
3 | Meningkatnya Koperast|  persen NA | 52,38 | 52,38 | 21,87 | 21,87
yang berkualitas
4 | Meningkatnya usaha mikro| . . NA | 3,51 | 3,60 25 25
yang menjadi wirausaha
5 Persentase jumlah usaha
kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi Persen NA 100 100 4,30 4,30
standarisasi dan sertifikasi
produk usaha

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

j- Urusan Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Samosir memberikan
dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi
tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti
penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan
pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah
dan lintas sektor. Kinerja penanaman modal di Kabupaten Samosir dapat
dilihatdiantaranya melalui kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten
Samosir cenderung mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan yakni nilai
realisasi PMDN dan PMA pada tahun 2017 sebesar 0,03 persen, tahun 2017 sebesar 4,19
persen dan tahun 2018 sebesar 46 persen, tahun 2019 sebesar 46 persen dan tahun 2020
sebesar 52 persen dan Persentasepeningkataninvestasidi Kabupaten Samosir pada tahun
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2020 sebesar 1,17 persen.Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penanaman
Modal Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.43
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

TAHUN
NO. INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8]
1 Kenaikan / penurunan Nilai Milyar 610 933 | 1.060 1.136 1.190
Realisasi PMDN Rupiah
2 Persentase peningkatan Persen 1,31 2,24 1,30 7,17 4,74
investasi di Kabupaten

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan pelayaanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Samosir.

k. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organsiasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi
daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak
hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan
dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan
berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat,
khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan
kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang
mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan stategis bagi daerah
untuk dikembangkan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja wurusan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan
pada Tabel berikut:

Tabel 2.44
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

TAHUN
NO INDIKATOR satuan 517 2018 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Gelanggang / balai Per
1 remaja  (selain  milik 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 [0,00001 |0,00001
100.000
swasta)
Lapangan olahraga . Per
2 100.000 0,00035 0,2291 0,2291 0,2291| 0,2291
Tingkat partisipasi
3 pemuda dalam kegiatan| Persen NA NA 0,03 0,03 3,26
ekonomi mandiri
Tingkat partisipasi
pemuda dalam
4 organisasi kepemudaan | Persen NA NA 6,83 6,83 43,90
dan organisasi sosial
kemasyarakatan
5 Peningkatan prestasi Orang NA NA 5 5 NA
olahraga
Presentase Jumlah
g |Pelatih olah raga yang| .. ., NA NA 63,63 75 72
memiliki kompetensi di
satuan pendidikan

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir
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Dari tabel diatas tampak juga bahwa tampak bahwa capaian kinerja urusan
kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah Jumlah gelanggang/balai remaja (selain
milik swasta) per 1000 penduduk di Kabupaten Samosir tidak mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 yakni 0.00001 per 1000 penduduk,
sedangkan Lapangan olahraga per 100.000 penduduk mengalami peningkatan sejak tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebanyak 0.2291 per 100.000 penduduk. Tingkat
partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami peningkatan yakni pada
tahun 2018 0.03 persen menjadi 3,26 pada tahun 2021, tingkat partisipasi pemuda dalam
organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan juga mengalami
peningkatandari tahun sebelumnya menjadi 43, 90 persen pada tahun 2021, Jumlah
pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan pada tahun 2021
mencapai 72 persen.

l. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani,
terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di wilayah kabupaten. Adapun realisasi
capaian indikator kinerja urusan pertanahan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-
2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.45
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

. Tahun
NO Indikator Satuan 517 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Luas lahan bersertifikat Persen 3,56 8,97 14,48 | 14,48 NA
2 Penyelesaian Kasus Tanah Persen 0 0 NA 100 NA
Negara
3 Penyelesian Ijin Lokasi Persen 0 0 NA 100 NA
4 Persentase pemanfaatan
tanah yang sesuai dengan
peruntukkan tanahnya| . oo NA | NA | 100 | 100 | 100
diatas izin lokasi
dibandingkan dengan luas
izin lokasi yang diterbitkan
5 Persentase penetapan tanah
untuk pembangunan fasilitag Persen NA NA 100 100 100
umum
6 Tersedianya lokasi
pembangunan dalam rangka Persen NA NA 100 100 100
penanaman modal.
7 Tersedianya Tanah Obyek
Landreform (TOL) yang siap
diredistribusikan yang
berasal dari tanah kelebihan Persen NA NA 100 100 NA
maksimum dan tanah
absentee
8 Tersedianya tanah untuk
Persen NA NA 100 100 NA
masyarakat.
9 Penangan sengketa tanah
garapan yang dilakukan  Persen NA NA 100 100 NA
melalui mediasi

Sumber: Badan Pertanahan
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Dari Tabel diatas menunjukkan pemanfaatan tanah vyang sesuai dengan
peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang
diterbitkan, persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, tersedianya
lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, tersedianya Tanah Obyek
Landreform(TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum
dan tanah absentee dan tersedianya tanah untuk masyarakat dan penangan sengketa
tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi telah mencapai 100 persen. Dengan adanya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu Satu Pintu diharapkan proses
perizinan di Kabupaten Samosir dapat dilakukan secara optimal.

m. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan
dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara
lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik
daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan
pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem
Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2017-
2021 antara lain tersedianya dokumen Buku Kabupaten Samosir dalam angka dan Buku
PDRB Kabupaten untuk penyusunan rencana pembangunan daerah serta sejak tahun
2021persentasePerangkatDaerah(PD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah dan persentase PD yang menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah mencapai 100 persen. Adapun
realisasi capaian indikator kinerja urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun
2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.46
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Satistik
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No TAHUN
INDIKATOR atuan | 5517 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8]
1 Buku “"kabupaten dalam Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
angka” Tidak
2 Buku “PDRB kabupaten” Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
Tidak
3 Persentase Perangkat | Persen NA NA 100 100 100
Daerah (PD) yang
menggunakan data
statistik dalam menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
4 Persentase PD yang Persen NA NA 100 100 100
menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluas
pembangunan daerah

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

n. Urusan Wajib Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian terkait dengan pengamanan informasi
Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-
Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara
aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam
kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan
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informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara
cepat dan akurat. Adapun capaian kinerja persandian sampai tahun 2021 adalah Tingkat
keamanan informasi pemerintah telah mencapai 100 persen.

0. Urusan Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kabupaten Samosir diselenggarakan secara
terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah
satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah.
Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah,
pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk
pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan
pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi dan budaya daerah
dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah.
Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan selama tahun 2017-2021 antara lain
penyelenggaraan festival seni dan budaya(dalam daerah, luar daerah dan luar negeri)
dilaksanakan 3 kali pada tahun 2021. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya periode
tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung tidak mengalami perubahan yakni 3
buah. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan
pada tahun 2021 sebanyak 64 buah dari tahun sebelumnya dari 17 buah pada tahun
2021. Terlestarikannya Cagar Budaya sampai tahun 2021 telah mencapai 44,75 persen.
Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kebudayaan Pemerintah
Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.47
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO. INDIKATOR Satuan TAHUN
2017 2018 | 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Penyelenggaraan festival
yelendgar V Kall 6 4 8 5 3
seni dan budaya
2 S I
arz.ana penyelenggaraan Buah 3 3 NA 3 NA
seni dan budaya
3 Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang buah 75 100 100 17 64
dilestarikan
4 Terlestarikannya Cagar
Persen NA NA 24 25 44,75
Budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir

p- Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber
daya lainnya. Pencapaian kinerja urusan Perpustakaan dan Kearsipa selama tahun 2017-
2021 antara lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah cenderung meningkat
yakni pada tahun 2017 sebanyak 46 persen dan kemudian menjadi 73,97 persen pada
tahun 2021. Pengunjung perpustakaan juga cenderung sama dari tahun 2019 sampai
dengan tahun 2021 yakni sebanyak 5,7 Penerapan pengelolaan arsip secara baku sejak
tahun 2017 sampai tahun 2021 telah mencapai 100 persen. Kegiatan Peningkatan SDM
Pengelolaan Kearsipan dilakukan sejak tahun 2017 dan tahun 2021 dan telah terlaksana 1
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kegiatan. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2021 adalah nilai Budaya Baca telah
mencapai 21,10 persen, persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang
dikelola dan dilestarikan telah mencapai 100 persen, tingkat ketersediaan arsip sebagai
bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40
dan 59 UU 43/2009) telah mencapai 100 persen dan tingkat keberadaan dan keutuhan
arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan
rakyat telah mencapai 100 persen. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Sebagai
bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk
kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat yakni
sebesar 50 persen pada tahun 2021. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan
Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan
pada Tabel berikut:

Tabel 2.48
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO. INDIKATOR Satuan TARUN

2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [3] (4] [5] (6] [7] (8]

1 Koleksi buku yang tersedia

di perpustakaan daerah Persen 46 49 73,95 73,97 73,97

2 Pengunjung perpustakaan Persen 10,3 11,2 5,7 5,7 5,7

3 Nilai Budaya Baca Persen NA NA 21,1 21,1 21,1

4 Persentase naskah kuno
dan koleksi budaya etnis
nusantara yang dikelola
dan dilestarikan

Persen NA NA 100 100 100

5 Penerapan pengelolaan

. Persen 100 100 100 100 100
arsip secara baku

6 Kegiatan peningkatan SDM

. Kegiatan 1 1 1 1 1
pengelola kearsipan

7 Tingkat ketersediaan arsip
sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah dan Persen NA NA 100 100 100
pertanggungjawaban
nasional (Ps 40 dan 59 UU
43/2009)

8 Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip Sebagai
bahan

pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara
untuk kepentingan negara,
pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan
rakyat

Persen NA NA 50 50 50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
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3. Urusan Pilihan
a. Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatake Kabupaten
Samosir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Samosir dari sektor pariwisata. Pencapaian kinerja urusan Parawisata selama
tahun 2017-2021 antara lain jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir
mengalami jumlah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni
jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak 278.059 orang, pada tahun 2018
sebanyak 378.649 orang, pada tahun 2019 sebanyak 418.271 orang, pada tahun 2020
sebanyak 405.203 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 663.848 orang. Kontribusi sektor
Pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2021 vyakni sebesar 1,71 persen.Persentase
pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara perkebangsaan tidak mengalami
peningkatan pada tahun 2021 tidak ada kunjungan wisatawan manca negara dikarenakan
Pandemi Covid-19.Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang
pada tahun 2021 adalah 16,46 persen,tingkat hunian akomodasi mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya menjadi58,71 persenpada tahun 2021 dan kontribusi sektor
pariwisata terhadap Jumlah total PAD meningkat dan telah mencapai 36 persen. Adapun
realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Parawsiata Pemerintah Kabupaten
Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.49
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Parawisata
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO TAHUN
INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 | Kunjungan wisata Orang 278.059 | 378.649 | 418.271 | 405.203 | 663.848
Kontribusi sektor
2 | pariwisata terhadap | Persen 5,16 5,24 5,23 5,19 1,71
PDRB
Persentase
3 | Pertumbuhan jumiah Persen | 5568 | 17,85 | -22,45 | -94,29 0
kunjungan wisatawan
manca negara
Persentase
4 |Pertumbuhan. jumlah) o | 4350 | 40,77 | 17,38 9,53 16,46
kunjungan wisatawan
nusantara
5 | Tingkat hunian | 5o rsen NA NA 8,4 8,10 58,71
akomodasi
Kontribusi sektor
6 | pariwisata terhadap | Persen NA NA 9,17 1,48 36
Jumlah total PAD

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, 2021

b. Urusan Pilihan Pertanian
Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktifitas
ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi

dan produktivitas Padi,

Palawija, Sayuran dan Buah-buahan, peningkatan nilai tambah

komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian. Upaya yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kinerja pembangunan di
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pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah
lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh
kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi
masyarakat. Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang
pertanian, salah satu indikator kinerja di bidang pertanian yaitu Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 5,20 ton/ha pada tahun
2021 menjadi 4.79 ton/ha, produktivitas jagung atau bahan pangan utama lokal lainnya
per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
yakni pada tahun 2017 sebesar 5,37 ton/ha, pada tahun 2021 menjadi 5,40 ton/ha.
Produktivitas ubi kayu atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektarjuga cenderung
berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017
sebesar 28,44 ton/ha menjadi 25,60 ton/ha pada tahun 2021, produktivitas kacang tanah
atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebesar 1,77 ton/ha pada tahun 2017
menjadi 1,20 ton/ha pada tahun 2021, produktivitas ubi jalar per hektar cenderung
berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan pada tahun 2021 yakni sebesar
23,01 ton/ha pada tahun 2017 menjadi 20,6 ton/ha pada tahun 2021. Kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami
perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 51,17 persen menjadi 51,00
persen pada tahun 2021 dan Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit
hewan menular sampai tahun 2021 telah mencapai 43,32 persen. Adapun realisasi capaian
indikator kinerja urusan Urusan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-
2021 disajikan pada Tabel berikut:
Tabel 2.50
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

TAHUN
NO. INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Produktivitas padi atau
bahan pangan utama
lokal lainnya per hektar
5,20 5,13 5,30 4,79 4,79
- Padi 7,31 5,37 5,51 5,40 5,40
Ton/ha
- Jagung 28,44 31,39 25,43 25,60 | 25,60
- Ubi Kayu 23,01 19,30 20,05 20,60 20,6
- Ubi Jalar 1,77 1,28 1,19 1,20 1,20
- Kacang Tanah
Kontribusi sektor
2 pertanian terhadap | Persen 51,17 51,03 50,55 50,55 | 51,00
PDRB ADHB
Persentase Penurunan
3 |kejladian dan - jumlah| . o, NA NA 73,33 | 80 | 43,32
kasus penyakit hewan
menular

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan
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C. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil pencapaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral sampai tahun
2021 yakni persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijindi
kabupaten belum ada.

d. Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
medefinisikanbahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi
Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan
pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
Sub wurusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi
perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,
pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Daerah yang tidak dapat
memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari
negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari
kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar
negeri. Pencapaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2017-2021 antara lain kontribusi
sektor Perdagangan terhadap PDRB periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2016 sebesar
10,80 persen menjadi 11,03 persen pada tahun 2021.Ekspor Bersih Perdagangan US$
sampai tahun 2021 belum tersedia datanya. Capaian persentase pelaku usaha yang
memperoleh  izin  sesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 100 persen, persentase kinerja realisasi pupuk
sebesar 100 persen, persentase alat-alatukur, takar, timbang da nperlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku tidak tersedia datanya. Adapun realisasi capaian indikator
kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 diuraikan
pada Tabel berikut:

Tabel 2.51
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO TAHUN
INDIKATOR Satuan 67712018 | 2019 | 2020 | 2021

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

1 Kontribusi sektor Perdagangan | Persen 10,80 10,89 10,88 | 10,88 | 11,03
terhadap PDRB Tahun 2015**)

2 | Ekspor Bersih Perdagangan US$ 0 0 NA NA NA
Persentase pelaku usaha yang | Persen NA NA 100 100 100
memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan  (IUPP/SIUP  Pusat

3 .

Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)

4 Persentase kinerja realisas| Persen NA NA 47,41 | 47,41 100
pupuk
Persentase alat-alat ukur, takar, | Persen NA NA 39,97 | 39,97 NA

5 timbang dan perlengkapannya
(UTTP) bertandaterasah vyang
berlaku

Sumber: Dinas Perdagangan
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e. Urusan Perindustrian

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan
pembangunan ekonomi di Kabupaten Samosir. Kontribusi sektor perindustrian dan
perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Samosir cukup baik, hal ini dapat
dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Samosir cenderung tidak
mengalami perubahan yang signifikan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni tahun
2017 sebesar 0,53 persen dan kemudian menjadi 0,514 persen pada tahun 2021,
persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri
(IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait telah mencapai
100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Pemerintah
Kabupaten Samosir Tahun 2016-2020 diuraikan pada Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.52
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021

NO. INDIKATOR Satuan

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Kontribusi  sektor Industri| Persen 0,53 0,52 0,51 | 0,516 | 0,514
pengelolaan (manufacturing)
terhadap PDRB Tahun
2015%**)

5 Pertumbuhan Industri Persen 4,70 4,70 NA 4,60 NA

Pertambahan jumlah industri| Persen NA NA 8,21 8,20 NA
besar di kabupaten

Persentase pencapaian | Persen NA NA 100 100 NA
sasaran Pembangunan
industri  termasuk turunan
indikator pembangunan
industri dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIK

Persentase jumlah hasil Persen NA NA 100 100 100
pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Usaha

5 Industri (IUI) kecil dan
industri menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait

) .| Persen NA NA 100 100 NA
Persenta sejumlah hasil

pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
6 Izin Perluasan Industri (IPUI)
Kecil dan Industri Menengah
Yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
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TAHUN
NO. INDIKATOR Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Persentase jumlah hasil Persen NA NA 100 100 NA

pemantauan dan
Pengawasan dengan jumlah
Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
yang lokasinya di Daerah
Kabupaten

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Perencanaan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang
urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2017-2021 antara lain Pemerintah
Kabupaten Samosir telah tersedianya dokumen perencanaan RPIPD yg telah ditetapkan
dengan PerdaNo.3/2011 tentang RPJP Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan juga
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPIJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada
Perda No0.84/2016 tentang RPIJMD Kabupaten Samosir 2017-2021 serta dokumen RKPD
setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penjabaran Program
RPIJMD kedalam RKPD sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021yakni 100 persen.
Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten
Samosir Tahun 2017-2021 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.53
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO Indikator Satua Tahun
n 2017 | 2018 | 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Tersedianya dokumen Ada/
perencanaan RPJPD yg telah| Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
ditetapkan degan PERDA ada
2 TPersedlanya | RPJIVIBokumen Ada/
erencanaan: YaNg | tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
telah ditetapkan dgn q
PERDA/PERKADA ada
3 Tersedianya Dokumen
Perencangan' RKPD an Ada/
n Yang | Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
telah ditetapkan dgn q
PERKADA ada
4 Penjabaran Program RPIJMD
kedalam RKPD Persen 100 100 100 100 100

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan
b. Keuangan
Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinera
penunjang urusan keuangan tahun 2016-2021 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023  1I-63



Tabel 2.54
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

7

4 q—

RN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR =

. Tahun
NO Indikator Satuan 5517 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [8]
1 Opini BPK atas Laporan TW,
Keuangan Pemerintah TMP,
Daerah WDP, WDP WDP WTP WTP WTP
WTP
2 Rasio belanja pegawai diluar Persen NA NA NA 13,42 11,35
guru dan tenaga kesehatan
3 Rasio PAD Persen NA NA NA 2,05 8,27
4 | Rasio Belanja Urusan
Pemerintahan umumi - persen | NA NA NA [9,72 | 83,10
(dikurangi transfer
expenditures)
5 | Informasi tentang sumber
daya yang tersedia untuk
pelayanan (Information on Persen NA NA NA 100 100
resources available tofront
line service delivery units)
6 | Akses publik terhadap
|nforma5| keuangal.’l daerah Persen NA NA NA 100 100
(Public access to fiscal
information)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir

Dari Tabel di atas pencapaiaan kinerja urusan keuangan Kabupaten Samosir
tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 antara lain adalah Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2017 dengan wajar dengan pengecualian
(WDP)dan tahun 2018 sampai tahun 2021 memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), rasio belanja pegawai diluar guru dan, tenaga kesehatan telah mencapai 13,42
persen, rasio PAD telah mencapai 2,05 persen, rasio Belanja Urusan Pemerintahan
Umum (dikurangi transfer expenditures) telah mencapai 100 persen, informasi tentang
sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available tofront
line service delivery units) telah mencapai 100 persen dan akses publik terhadap
informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) telah mencapai 100
persen.

C. Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Samosir diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencapaian kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sampai 2021
antara lain persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah mencapai
6,45 persen dan Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah mencapai 6,45 persen, terlaksananya
kegiatan penyusunan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap seluruh
organisasi perangkat daerah, terlaksananya kegiatan Evaluasi Pasca Pendidikan dan
Pelatihan, terlaksananya pelantikan pejabat struktural dan fungsional, terlaksananya
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penyusunan rencana pembinaan karir PNS, terlaksananya penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS, terlaksananya kegiatan penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat PNS dan terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan Kepegawaian
dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 dapat
dilihat dari Tabel berikut ini:
Tabel 2.55
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

. Tahun

NoO Indikator Satuan 551712018 [2019 [2020 | 2021
[1] [2] [3] [41 | [5]1 | [6]1 | [7] [8]
1 Persentase Pegawai

Fungsional terhadap Seluruh

Jumlah Pegawai Pemerintah Persen - - 6,45 | 6,45 | 84,36

daerah (PNS tidak termasuk

guru dan tenaga kesehatan)
2 Persentase Jabatan

Fungsional bersertifikat

Kompetensi (PNS tidak Persen - - 6,45 | 6,45 | 27,78

termasuk guru dan tenaga

kesehatan)

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
d. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara
garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahdi bidang
penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan  teknis;
pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan. Pencapaian kinerja urusan
penelitian dan pengembangan selama tahun 2017-2021 antara lain tersedianya
dokumen kajian penelitian dan pengembangan.

e. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan
tingkat leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Samosir.
Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2017-2021 dapat dilihat

dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021
TAHUN
NO INDIKATOR Satuan =517 172018 | 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Maturitas Sistem Pengendalian Level NA NA |Level 2 |Level 2 |Level 2

Intern Pemerintah (SPIP)
Tingkat Maturitas SPIP (belum
1 dinilai (0)/level 1/level 2/level 3)
Berdasarkan Laporan Hasil
Quality  Assurance(QA) vyang
dikeluarkan oleh BPKP
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Peningkatan Kapabilitas Aparat Level NA NA |Level 2 |Level 2 |Level 2
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Tingkat Kualitas APIP
2 (belum dinilai (0)/level 1/level
2/level 3) berdasarkan Laporan
Hasil Quality  Assurance(QA)
yang dikeluarkan oleh BPKP

Persentase jumlah total proyek| Persen NA NA 0 0 NA

konstruksi yang dibawa ke
3 tahun berikutnya yang

ditandatangani pada  kuartal

pertama

Persentase jumlah pengadaan | Persen NA NA 3,45 6,85
4 yang dilakukan dengan metode

kompetitif

Rasio nilai belanja yang | Persen NA NA 48,86 | 48,87 | 86,32
dilakukan melalui pengadaan

Budget execution: Deviasi Persen NA NA 91,96 | 91,90 10,51
6 realisasi belanja terhadap
belanja total dalam APBD

1. Asset management: Apakah Ya/ NA NA 1. Ya 1. Ya 1. Ya
ada daftar asset tetap? Tidak
2. Apakah ada manual untuk 2. Ya 2. Ya 2.Ya
menyusun daftar asset
2 tetap?
3. Apakah ada proses 3.Ya 3. Ya 3. Ya
inventarisasi asset tahunan?
4. Apakah nilai asset tercantum 4. Ya 4. Ya 4. Ya
dalam laporan anggaran?
Cash Management: Rasio Persen NA NA 5,10 4,99 5,14
8 anggaran sisa terhadap total

belanja dalam APBD tahun
sebelumnya

Sumber : Inspektorat

Dari Tabel di atas pencapaiaan kinerja urusan pengawasan sampai tahun 2021
adalah maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) telah mencapai level 2,
peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level
2, persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang
ditandatangani pada kuartal pertama sebanyak O persen, persentase jumlah pengadaan
yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 3,45 persen, rasio nilai belanja yang
dilakukan melalui pengadaan telah mencapai 48,87 persen, Budget execution: Deviasi
realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mencapai 91,90 persen, assets
management: Apakah ada daftar asset tetap?, apakah ada manual, untuk menyusun daftar
asset tetap? Dan apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Apakah nilai asset
tercantum dalam laporan anggaran? seluruhan telah terlaksana dan Cash Management:
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya telah mencapai
4,99 persen.
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5. Urusan Pendukung
a. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi
penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai
kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata
kelola pemerintahan. Pebaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Samosir terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak
terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Dari aspek pengelolaan
keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan perubahan-
perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, di antaranya yaitu pengelolaan
keuangan yang bebasis sistem informasi yang selama ini telah dikembangkan yaitu Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun
2020 Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki sistem informasi manajemen Pemda
yakni pada tahun 2017 sebanyak 10 buah menjadi 20 buah pada tahun 2021. Sejak tahun
2017 sampai dengan 2021 selalu melakukan survey kepuasan layanan masyarakat.
Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penunjang Pemerintah Kabupaten
Samosir Tahun 2017-2021 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.57
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO Indikator Satua Tahun

n | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

[1] [2] 3] [4] [5] [6] [7] [8]

1 Sistim  Informasi  Manajemen Buah 7 16 16 20 25
Pemda

E- Perencanaan;
E-Kinerja

SIMDA Kab.Samosir;
SIM-RS;
Sipodasa/e-Perizinan;
Dompak Samosir;
E-Sakip;

E-Was;

E-Office;

10. SIMPATDA;

11. SIMPEG;

12. Transda;

13. Owncloud.

LoOoNOUDhWNKE

2 Indeks Kepuasan Layanan Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
Masyarakat Tidak

Sumber : Sekretariat Daerah

b. Sekretariat Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama dengan Pemerintah Kabupaten
Samosir berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk
melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Tersusun dan terintegrasinya
program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana 5 (lima) tahunan
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(RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) di Provinsi Sumatera Utara
diharapkan terus membaik. Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun
2017-2021 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.58
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

. Tahun
NO Indikator Satuan =017 T 2018 | 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

1 | Tersedianya Rencana Kerja
Tahunan pada setiap Alat-alat Ada/
Kelengkapan DPRD Kabupaten Tidak
Samosir

2 Tersusun dan terintegrasinya
Program Program Kerja DPRD
untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perde, dan
Fungsi Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima
Tahunan maupun Dokumen
Rencana Tahunan

3 | Terintegrasi program-prograrn
DPRD untuk melaksanakan
fungsi pengawasan,
pembentukan Perda dan
Anggaran ke dalam dokumen
Perencanaan dan Dokumen

Anggaran Setwan DPRD
Sumber: Sekretariat DPRD

Ada Ada Ada Ada Ada

Ada/

) Ada Ada Ada Ada Ada
Tidak

Ada/

Tidak Ada Ada Ada Ada Ada

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap
Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Pengeluaran
Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas
Total Daerah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator
kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Per BulanTahun 2017-2021

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan rata-rata biaya yang
dikeluarkan rumah tangga dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota
rumah tangga yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran
konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi
bukan makanan tanpa mempe rhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk
kebutuhan rumah tangga saja. Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga
per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga vyang
menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka
konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih
jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada
Tabel di bawah ini:
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Tabel 2.59
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021 (Rupiah)

N Indikat Tahun
n
° fator 2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Rata-rata Pengeluaran
. 837.177 847.835 957.215 1.094.051,- 1.124.111
Perkapita Per Bulan
Sumber: BPS Kabupaten Samosir
Pengeluaran per kapita di Kabupaten Samosir cenderung mengalami kenaikan

setiap tahunnya yakni dengan rata-rata sebesar Rp. 837.177 pada tahun 2017 menjadi
Rp. 1.124.111 pada tahun 2021. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan
sebagai alat ukur kesejateraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah,
mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat.

b. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Berdasarkan besaran output dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) maka adapun produktivitas dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.60
Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

. Tahun
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
a. Padi
Luas Panen (ha) 7.662,00 8.850,70 8.976 9.043 9.072
Produksi (ton) 39.891,00 | 45.393,00 47.619 47.973 43.491
Produktivitas 5.21 5.13 5,31 4,79 4,79
2 Jagung
Luas Panen (ha) 2.668,20 3.237,40 8.683,9 5.795 4.868
Produksi (ton) 15.913,00 | 17.543,00 47.848 31.928 26.287
Produktivitas 5.96 5.42 5,51 5,4 5,4
3 Kedelai
Luas Panen (ha) 1,00 487,00 NA NA NA
Produksi (ton) 1,00 347,10 NA NA NA
Produktivitas 0.71 NA NA NA
4 Kacang Tanah
Luas Panen (ha) 65,00 65,90 61 181 80
Produksi (ton) 115,00 76,00 73 216 108
Produktivitas 1.77 1.15 1,2 1,2 1,1
5 Ubu Kayu
Luas Panen (ha) 122,00 126,00 105 149 147
Produksi (ton) 3.825,00 4.420,00 2.671 3.790 3.766
Produktivitas 31.35 35.08 25,4 25,4 25,6
6 Ubi Jalar
Luas Panen (ha) 277,00 395,00 465 398 367
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 1169
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Tahun
N .
° Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Produksi (ton) 637500 | 7.584.00 2671 3.790 7.099
Produktivitas 23.01 19.20 201 201 206

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Dari Tabel di atas terlihat bahwa luas panen padi pada sejak tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan
luas panen sebesar 7.662,00 ha menjadi 9.072 ha pada tahun 2021, sedangkan produksi
padi cenderung mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2017 dengan produksi sebesar
39.891 ton menjadi 43.491 ton pada tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 4,79
ton/ha. Untuk Jagung luas panen pada sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 202
cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2021 dengan luas panen sebesar
2.668,20ha menjadi 4.868 ha pada tahun 2021, serta produksi padi mengalami
peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 15.913 ton menjadi 26,287
ton pada tahun 2021 dengan produktivitas yakni 5,96 ton/ha pada tahun 2017 menjadi
5,4 ton/ha pada tahun 2021. Untuk kedelai luas panen tahun 2021 tidak dihitung. Untuk
kacang tanah luas panen pada sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung
mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2017 dengan luas panen sebesar 65 ha menjadi 80
ha pada tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yakni 181 ha,
produksi kacang tanah cenderung menurun yakni pada tahun 2017 dengan produksi
sebesar 115 ton dengan produktivitas 1,77ton/ha menjadi 108 ton pada tahun 2021
dengan produktivitas 1,1 ton/ha. Untuk ubi kayuluas panen pada sejak tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2017 dengan luas panen
sebesar 122 ha menjadil47 ha pada tahun 2021, serta produksi ubi kayu cenderung
mengalami penurunan yakni pada tahun 2017produksi sebesar 3.825 ton menjadi 3.766
ton pada tahun 2021. Untuk Ubi Jalar luas panen pada sejak tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan luas panen
sebesar 277 ha menjadi 367 ha pada tahun 2021 walaupun mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya vyakni 398 ha pada tahun 2020, produksi ubi jalar cenderung
mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 6.375 ton
menjadi 7.099 ton pada tahun 2021.

c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas sektor
per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam
mendorong ekonomi daerah. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan
menghitung produktivitas daerah yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi
dengan jumlah angkatan kerja.PDRB dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor
lapangan usaha.Kondisi untuk Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam
Tabel di bawah ini

Tabel 2.61
Produktivitas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021
Lapangan Tahun
Usaha /
No .
Industrial 2017 2018 2019 2020 2021
Original
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Produktifitas
Daerah Kab
1 . 82,294,244.10 89,611,301.22 97,278,231.11 99,650,127.23 N/A
Samosir
(RP/tahun)

Sumber: BPS Kabupaten Samosir
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Dari Tabel diatas terlihat bahwa rata rata produktifitas Daerah Kabupaten Samosir
pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, dimana
rata rata produktifitas daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.75.513.731,68/tahun menjadi
sebesar Rp.99.650.127,23/tahun pada tahun 2020.

- Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Tahun 2017-2021

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan sebagai salah
satu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kabupaten
Samosir Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.62
Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi
Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (Persen)

No Indikator Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1 | Konsumsi Non Pangan 38.18 36.75 40.86 43,95 39,32
Konsumsi pangan 61.82 63.25 59.14 56,05 60,68

Sumber: BPS Kabupaten samosir

Dari Tabel 2.62 di atas terlihat bahwa pengeluaran masyarakat Kabupaten Samosir
sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Ilebih tinggi pada konsumsi pangan
dibandingkan dengan konsumsi non pangan yakni dengan rata-rata sebesar 39,32persen
untuk konsumsi non pangan dan sebesar 60,68persen pada konsumsi pangan.

d. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Aktivitas dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor sangat
diperlukan terutama untuk negara-negara yang memiliki bentuk perekonomian terbuka.
Adanya perbedaan berupa keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif
merupakan faktor yang selanjutnya dapat mendorong terjadinya pertukaran di antara dua
Negara/Kota. Kegiatan pertukaran berupa impor yang dilakukan oleh suatu negara
ditujukan untuk memenuhi permintaan suatu negara terhadap komoditas yang dihasilkan
dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional berupa impor dikatakan tidak dapat
pula dihindarkan karena adanya perbedaan keunggulan komparatif yang berdampak pada
biaya produksi dan harga. Perkembangan ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan imporyang memiliki peran
penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan dan sekaligus mendukung
perekonomian Kabupaten Samosir yang semakin terbuka. Adapun kondisi ekspor dan
impor terhada PDRB Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel
berikut:

Tabel 2.63
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB
Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (Milyar)

. Tahun

No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1 | Ekspor 710,51 | 749,53 790,41 754,78 | 802,14
2 | Tmpor 743,41 | 771,94 802,97 761,02| 806,62
3 Ekspor+ Impor 1453,92 1521,47 1593,38 1515,8 1.608,76
4 | PDRB 2.776,85 | 2.931,70 3.098,74 | 3.080,43 | 3.162,10
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5 Rasio Ekspor+ Impor
terhadap PDRB

52,36

51,90

51,42

49,21

50,81

Sumber: BPS Kabupaten samosir

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator

keterbukaan ekonomi) sejak tahun 2016 sampai 2020

cenderung mengalami penurunan

yakni pada tahun 2016 sebesar 53,86 persen menjadi 49.21 persen pada tahun 2020.

e. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank umum dan BPR
Simpanan masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR),

termasuk juga penghimpunan dana dengan prinsip

syariah baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Simpanan masyarakat

adalah dalam bentuk giro,

tabungan,

simpanan berjangka.

Adapun posisi

simpanan

masyarakat rupiah dan valuta asing Bank umum dan BPR di Kabupaten Samsir Tahun
2017-2021 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.64
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR
di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

dik Tahun
No Indikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1| Posisi Simpanan Masyarakat 276, 97 272, 09 NA NA NA
Rupiah dan Valuta Asing Bank
umum dan BPR (juta
rupiah):Giro, Simpanan,
Tabungan
Giro 56.61 31.11 NA NA NA
Simpanan 49.52 59.27 NA NA NA
Tabungan 170.85 18172 NA NA NA

Dari Tabel di atas terlihat bahwa posisi simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah
dan valuta asing di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir sejak tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 sebesar
Rp.276,15 Milyar menjadi 272,09 milyar pada tahun 2018 berupa giro, simpanan dan
tabungan. Penghimpunan dana perbankan ini mengalami penurunan disebabkan karena
menurunnya jumlah dana Giro sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

f. Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga
keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya
dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi
hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam
jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan agunan,
dan tidak menggunakan agunan. Jika pinjaman dengan agunan biasanya dibutuhkan
jaminan yang diberikan kepada kreditur. Adapun Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing
Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Samosir Tahun 2016-2020
diuraikan pada Tabel berikut:
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Tabel 2.65
Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis
Pengeluaran di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

No Indikator Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1. Posisi Pinjaman 450 049 475 906 NA NA NA
Rupiah dan Valuta
Asing Bank Umum
dan BPR Menurut
Jenis Pengeluaran
2. Modal Kerja 273 075 289.465 NA NA NA
3. Investasi 47.333 38.684 NA NA NA
4, Konsumsi 129.642 147.757 NA NA NA
Dari tabel di atas terlihat bahwa posisi pinjaman rupiah dan valuta asing Bank
Umum dan BPR di Kabupaten Samosir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2016 sebanyak Rp 428,045 Milyar menjadi
Rp 475,906 milyar pada tahun 2018 yang tersebar pada pinjaman modal kerja, investasi
dan konsumsi.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan
ekonomi yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di
Pusat Perkembangan Penduduk, tetapi juga infrastruktur di kawasanyang sedang
berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah,
capaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.66
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Samosir Tahun 2021
| NO Indikator Satuan 2021
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam p
1 KondisiMantap ersen 53,9
Rasio Elektrifikasi Persen 98,11
Perse-n.tase.: panjang jaringan irigasi primer dalam Persen
3 kondisi baik 80,90
4 Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak Persen 68,4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Samosir

3 Fokus Iklim Berinvestasi

a.

Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada

tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk
berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator
ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat
kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.Keamanan, ketertiban dan
penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek stategis yang perlu dijaga untuk
mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat
keamanan dan ketertiban yang ada. Kasus kriminalitas di Kabupaten Samosir sejak tahun
2017-2021 untuk Jenis Tindak Pidana (JPT) cenderung mengalami penurunan setiap tahun
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begitu juga dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) untuk periode tahun 2017-2021
mengalami penurunan.

b. Jumlah Dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan, bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi
daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.
Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:

Tabel 2.67
Jumlah Pajak dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir
Tahun 2020-2021

NO Indikator Satuan 2020 2021
1 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Persen 41 41
2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Persen 7,25 8,27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
sejak tahun 2020-2021 tidak ada perubahan, namun persentase PAD terhadap
pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 8,27 persen dari
tahun 2020 sebesar 7,25 persen. Peningkatan persentase PAD tersebut diperoleh dari
peningkatan wajib pajak dan retribusi Daerah.

4. Fokus Sumber daya Manusia

a. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja,
dengan demikian jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang cukup besar akan
menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia
dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan
ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi. Untuk
mewujudkan program pembangunan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna perlu
didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia
berperan penting dalam proses pembangunan kota, karena sumber daya manusia
merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di
sini adalah penduduk daerah yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Jumlah
penduduk Kabupaten Samosir yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2017-
2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.68
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Samosir
Tahun 2017 - 2021(Jiwa)

2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [4] [4] [5] [6] [7]

1 Angkatan Kerja 72.182 67.897 66.999 45.588 74.458
Bekerja 71.259  66.983 66.160 45.043 73.937
Pengangguran 923 914 839 545 521
Persentase Bekerja 98.72 98.65 98.75 98,80 99,30

2 Bukan Angkatan Kerja 9.037 14.128 15.128 41.800 13.784
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2017 2018 2019 2020 2021

[1] [2] [4] [4] [5] [6] [7]
Sekolah 2.264 6.423 5.741 4.603 3.758
Mengurus Rumah Tangga 4.279 5.570 6.396 32.863 5.921
Lainnya 2.494 2.135 2.989 4.334 4.105
Jumlah 81.219 82.205 82.127 87.388 88.242
Rasio Penduduk NA 88.87 82.59 81.58 84,37

Sumber: BPS Kabupaten Samosir.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Samosir jumlah penduduk angkatan kerja sejak
tahun 2017 sampai tahun 2020 cenderung menurun tetapi pada tahun 2021 cenderung
mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dari 72.182 jiwa penduduk usia kerja, 71.259
jiwa adalah vyang bekerja dengan persentase sebesar 98,72 persen dan yang
pengangguran sebanyak 923 jiwa dengan persentase sebesar 1,28 persen dan yang bukan
angkatan kerja adalah sebanyak 9.237 jiwa terdiri dari mereka yang bersekolah,
mengurus rumah tangga dan lainnya. Sedangkan pada tahun 2021 dari 45.588 jiwa
penduduk angkatan kerja, sebayak 45.043 jiwa yang bekerja dengan persentase berkera
sebesar 99,30 persen dan 521 jiwa yang pengangguran dengan persentase sebesar 0,70
persen dan yang bukan angkatan kerja adalah sebesar 13.784 yang terdiri dari mereka
yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Sebagaimana data pada Tabel
2.28 di atas, diketahui rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Samosir sejak tahun
2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2017
sebesar 88.87 persen menjadi 84,37 persen pada tahun 2021.

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa
indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada
kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan disajikan pada Tabel 2.15 di bawah
ini.

Tabel 2.69
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian Satuan Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [4] [5] [6] [7] [7]
Partisipasi Angkatan Persen 56,23 56,21 56,20 56,24 50,57
Kerja Perempuan

Sumber: BPS Kabupaten Samosir.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Samosir selama periode
2017 sampai dengan 2020 menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan yakni angka
partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2017 sebesar 56,23 persen menjadi 56,24
persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,67 persen
menjadi 50,57 persen.

c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus
ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak
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produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai
penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua
atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga
dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun
adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat
digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.
Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran
ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat
digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi
suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin
tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin
rendah menunjukkan semakin rendahnya beban vyang ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio
ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun
terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Adapun rasio ketergantungan di Kabupaten
Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.70
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (Persen)
No Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1 Umur 0 - 14 Tahun 34.784 41.415 37.696 41.485 39.425

2 Umur 15 - 64 Tahun 98.422 92.127 90.461 85.027 91.369
3 Umur 65+ Tahun 10.890 10.402 11.801 9.292 11.188
4 RasioKetergantungan 31.70 36.00 51.91 60,47 55.39
5 Angka beban

Tanggungan Anak 24.14 28.77 37.67 48,79 43.14

6 Angka Beban
Tanggungan Lanjut

Usia 7.56 7.23 10.40 11,67 12.24
Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir

Rasio ketergantungan di Kabupaten Samosir kurun waktu tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar31,70 persen
dan tahun 2020 sebesar 60,47 persen dan Rasio ketergantungan tahun 2021 sebesar
55,39 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai
tanggungan sebanyak 55,39 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif
lagi. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah
penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk
nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif
(umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio
Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

5. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan
adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasiitu,
Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberpa alternatif pendanaan, salah satunya
mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau
dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP,
namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik
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(Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik
yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan
pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu
pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/KepalaLembaga/Kepala
Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan
Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Berikut beberapa
kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

2.5 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Yang
Direncanakan Dalam Rpjmd Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021

1. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

Realisasi target capaian Program terhadap RPJMD adalah Realisasi Program berdasarkan

hasil Renja pada tahun 2021 terhadap proram-program RPIJMD dimana program-program
tersebut. Adapun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Kabupaten SAmosir Tahun 2021

adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.71
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021
Tingkat
No Nama Program/Kegiatan C?pa'?n
SKPD Kinerja
(%)
1 Dinas Pendidikan 79.82 %
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.50 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 65.98 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 75.16 %
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 92.86 %
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0.00 %
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 90.00 %
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 90.00 %
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 90.97 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 72.90 %
2 | Dinas Kesehatan 77.37 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 76.15 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 71.43 %
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 57.03 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara
Teri?'/\tegrggi 100.0 %
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No Nama Program/Kegiatan Tingkat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 100 %
MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM 100 %
Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 100 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 33.33 %
MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, 100 %
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post

Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman 0.00 %
Industri Rumah Tangga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %

2.1 Puskesmas Buhit 88.89 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif o
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 66.67 %
DAERAH
Administrasi Umum 66.67 %

2.2 Puskesmas Ronggur Nihuta 100 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Administrasi Umum 100 %

2.3 | Puskesmas Limbong 94.44 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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No Nama Program/Kegiatan Tingkat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 83.33 %
DAERAH
Administrasi Umum 83.33 %
2.4 Puskesmas Harian 100 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif o
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Administrasi Umum 100 %
2.5 | Puskesmas Simarmata 100 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Administrasi Umum 100 %
2.6 | Puskesmas Tuktuk Siadong 100 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Administrasi Umum 100 %
2.7 | Puskes Ambarita 83.33 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 50.00 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT '
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 50.00 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %

KESEHATAN
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No Nama Program/Kegiatan Tingkat
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Administrasi Umum 100 %

2.8 | Puskesmas Lontung 88.89 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP o
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Administrasi Umum 100 %

2.9 | Puskesmas Mogang 91.67 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif o
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25.00 %
DAERAH
Administrasi Umum 75.00 %

2.10 | Puskesmas Sitio-tio 95.83 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 87.50 %
DAERAH
Administrasi Umum 87.50 %

2.11 | Puskesmas Sirait 100 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
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DAERAH
Administrasi Umum 100 %
2.12 | Puskesmas Onan Runggu 100.0 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 100 %
KESEHATAN
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Administrasi Umum 100 %
3 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga 88.19 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 88.89 %
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT '
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 100 %
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 %
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas 66.67 %
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 83.33 %
DAERAH
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja 0
Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.00 %
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 85.10 %
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 60.63 %
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 70.21 %
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 51.05 %
dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 24,50 %
DRAINASE
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 74.50 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 184 %
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 184 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 40.00 %
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 100 %
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah 0.00 %

Kabupaten/Kota
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Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 20.00 %
(Sumber Daya Alam)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 93.55 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0.00 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 98.57 %
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 86.66 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 133 %
PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 133 %
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 300 %
AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 300 %
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 73.26 %
DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 73.26 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 140 %
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di 140 %
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 50.00 %
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 50.00 %
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0.00 %
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0.00 %
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN 17.33 %
KUMUH
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 0
Kawasan Permukiman 0.00 %
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 34.67 %
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 89.73 %
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 0.00 %
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 125 %
Administrasi Umum 88.46 %
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 81.54 %
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 81.54 %
Kabupaten/Kota
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 77.22 %
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 56.25 %
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0.00 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 113 %
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Bencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 106 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 102 %
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 100 %
Aparatur
7 Satuan Polisi Pamong Praja 83.33 %
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 100 %
KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 100 %
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 100 %
Bupati/Walikota
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 100 %
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 100 %
Ketertiban Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 50.00 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0.00 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
Aparagtur ’ ’ ! 0.00 %
8 Dinas Sosial 69.92 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 100 %
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial o
Daerah Kabupaten/Kota 100 %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.50 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 3.00 %
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan 0.00 %
Napza di Luar Panti Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 50.00 %
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 50.00 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100 %
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 100 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 98.08 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 94.23 %
9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa 75.39 %
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PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 43.75 %
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 87.50 %
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 0.00 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 25.00 %
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah 50.00 %
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 0.00 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 116 %
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 116 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 150 %
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan 150 %
para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN o
DAERAH 89.37 %
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150 %
Administrasi Keuangan 150 %
Administrasi Umum 85 %
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 12.50 %
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 12.50 %
Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT 50.00 %
HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak
di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat 50.00 %
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

10 Dinas Ketahanan Pangan 75.00 %
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 50.00 %
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 0.00 %
Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan '

Harga Pangan

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan o
0.00 %

Kabupaten/Kota

Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal

yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 0.00 %

Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 200 %

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 150 %
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Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 0.00 %
Kecamatan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 300 %
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0.00 %
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 0.00 %
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %

11 Dinas Lingkungan Hidup 82.60 %
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 100 %
Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis 100 %
(KLHS) Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 26.79 %
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 129 %
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 25.00 %
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 109 %
(KEHATT)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 109 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP

IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN 40.00 %
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau

Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan 40.00 %
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 100 %
Pengelolaan Sampah 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %

11.1 | UPTD Kebun Raya Samosir 95.45 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 95.45 %
DAERAH
Administrasi Umum 90.91 %
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 100 %
Aparatur

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 82.64 %
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 68.00 %
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 68.00 %
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 129 %
Pelayanan Pencatatan Sipil 129 %
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PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 25.00 %
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan o
Penyajian Database Kependudukan >0.00 %
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi o
Kependudukan 100 %
Penataan Administrasi Kependudukan 0.00 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja o
Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %

13 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 66.67 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00 %
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah 0.00 %
Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 77.78 %
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai 100 %
Kearifan Budaya Lokal
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di 33.33 %
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam 100 %
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-

KB

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %

14 Dinas Perhubungan 67.39 %
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0.00 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 0.00 %
Bencana
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 69.57 %
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0.00 %
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk o
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 109 %
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 100 %
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 100 %
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan 100 %
Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
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DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100 %
15 Dinas Komunikasi dan Informatika 86 %
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI o
PUBLIK 36.80 %
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 36.80 %
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 200 %
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah 100 %
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup 100 %
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 67 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 %
Administrasi Keuangan 100 %
Administrasi Umum 100.0 %
16 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan 77.50 %
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 0.00 %
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 0.00 %
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0.00 %
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0.00 %
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0.00 %
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 0.00 %
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0.00 %
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya 0.00 %
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 100 %
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ 100 %
Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 90.00 %
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan 90.00 %
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 80.00 %
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 80.00 %
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100 %
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
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